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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
ix 
                  Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ        Kasrah i 
  َ       Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
    Tanda dan 
    Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya ai 
  َو    Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa   حلو  : haula 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
                  Harkat dan 
                Huruf 
       Nama 
Huruf dan 
Tanda 
  َي/ا  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
ā 
  َي        Kasrah dan ya ī 
  َي  Dammah dan waw ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
ix 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
لافطلاا ةضور   : rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl 
۟ةرونملا ةنيدملا : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 
      Munawwarah 
ةحلط  : Talḥah 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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 BAB SATU 
  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat 
yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, sehingga membangun rumah tangga yang damai dan teratur. 
Dalam Islam nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-
senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh dan 
sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, 
sesuan atau juga bisa diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah 
ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi 
laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang 
perempuan dengan seorang laki-laki.1 
Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling 
menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh rumah 
tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun 
yang sudah ditetapkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Islam 
mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat 
manusia mendapatkan kehidupan yang terhormat, sesuai dengan kedudukannya 
yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk yang lain.2 Poligami merupakan 
salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus 
                                                          
1Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, (Terj. Abdul Hayyie Akkattani dkk), 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38. 
2Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 
(Jakarta: 2011), hlm. 39. 
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kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik 
yang bersifat normatif, psikologis, bahkan para penulis barat sering mengklaim 
bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat 
diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena 
dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu 
alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.3 
Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri dengan 
syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani  isteri, seperti 
urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan segala hal yang bersifat lahiriah, hal 
ini sesuai dengan firman QS.Al-Nisa’: 3.4 Kompilasi hukum Islam di Indonesia 
merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang didalam 
Undang-Undang No 1 tahun 1974. karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang 
diemban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya 
hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain, kompilasi mutlak harus 
mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat 
Islam.5 Oleh karena itu pula, sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan 
Undang-Undang dasar 1945, sebagaimana Undang-Undang perkawinan selain 
kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila 
dan Undang-Undang dasar 1945 juga dituntut mampu menampung segala 
kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Atas dasar pemikiran 
                                                          
3Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, Cet 3, Hukum Perdata Islam di Indonesia 
(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No 1Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: 
Kencana, 2006, hlm. 156-157.  
               4Al-Quran Surat Al-Nisa’ Ayat 3.  
5Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet VI (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 
hlm. 55. 
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itulah perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau 
asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.6 
 Menurut wahbah Az-zuhaili untuk berpoligami seorang suami tidak perlu 
izin kepada isterinya karena memang poligami itu sendiri hukum dari Allah. 
Dalam fiqih Islam waadillatuhu yang membahas tentang seruan agar poligami 
dilakukan dengan seizin hakim para orang-orang menolak seruan ini dengan 
beberapa sebab, jadi sah-sah saja tanpa izin isteri dengan syarat berlaku adil  hal 
ini sesuai dengan firman Allah QS.Al-Nisa’:3. Dalam Undang-Undang 
perkawinan dibolehkan juga berpoligami tapi harus dengan izin isrteri dan juga 
dengan adanya putusan pengadilan. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang 
suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberizin sesuai 
dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.7 Mengenai masalah meminta 
izin terhadap suami dalam berpoligami baik dikaitkan dalam Undang-Undang 
maupun dalam Islam jarang seorang suami meminta izin kepada isterinya untuk 
menikah lebih dari satu, hal ini dikarenakan dari pihak isteri tidak akan 
memberikan izin kepada suaminya. 
 Dengan adanya persoalan di atas maka penulis tertarik untuk 
menganalisanya dan merumuskan sebuah judul skripsi yaitu:  
                                                          
6Ibid.,hlm. 56. 
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet VI (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 
hlm.55. 
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Legalitas Izin Isteri Terhadap Suami Dalam Berpoligami “(studi 
Perbandingan Antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih 
Mazhab)” 
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam judul skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana ketentuan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 dan  Fiqih Mazhab? 
2. Bagaimana legalitas izin isteri terhadap suami dalam berpoligami menurut 
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Fiqih Mazhab serta di 
mana letak perbedaan antara kedua hukum tersebut? 
1.3.Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai agar tidak 
menimbulkan kesia-siaan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:  
1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan poligami menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih Mazhab   
2. Untuk mengetahui Bagaimana legalitas izin isteri terhadap suami dalam 
berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan 
Fiqih Mazhab serta di mana letak perbedaan antara kedua hukum tersebut. 
1.4. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami 
istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian 
istilah sebagai berikut: 
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1. Legalitas izin poligami 
2. Undang-Undang 
3. Fiqih Mazhab 
Ad. 1. Legalitas Izin Poligami 
Legalitas berasal dari kata legal yang artinya sesuai dengan peraturan 
perundang undangan atau hukum. Sedangkan legalitas adalah kelegalan perihal 
atau keadaan sah.8. 
Istilah poligami berasal dari bahasa inggris “polygamy” dan disebut Tāā 
ddūdūz Al-zāūjāt dalam hukum Islam yang berarti beristeri lebih dari satu orang 
wanita.Sedangkan pengertian poligami menurut istilah adalah seorang pria yang 
memiliki isteri lebih dari seorang wanita.9 
Dimaksudkan dengan Legalitas izin poligami  di sini adalah keabsahan 
seseoarang isteri untuk memberi izin kepada suami dalam melakukan perkawinan 
lebih dari satu. 
Ad.2. Undang-Undang 
Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan seperti larangan, 
hukuman, dan sebagainya, yang dibuat oleh kepala Negara, oleh karena itu 
Undang-Undang yang dimaksud disini yaitu Undang-Undang perkawinan No 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang perkawinan 
No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam asas yang dianut adalah asas 
monogami dimana asas tersebut laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri 
                                                          
8Sudarsono, Kamus Hukum,Cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 244. 
9Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa 
Kini, Cet VII, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 59-60. 
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dalam jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal tertentu seorang laki-laki 
diperbolehkan untuk mempunyai isteri lebih dari satu orang dengan alasan pihak 
yang berwewenag telah memberi izin kepada seorang lelaki.10 
Ad. 3. Fiqih Mazhab 
 Kata fiqh berasal dari bahasa arab: fiqh, yang secara etimologi mengandung 
makna: mengerti atau paham11. Kata mazhab berasal dari kata (zahaba, yazhabu, 
zahban) yang mempunyai arti pergi atau berangkat.12 Menurut istilah, mazhab 
adalah paham aliran pikiran yang merupakan kajian seorang mujtahid tentang 
hukum-hukum Islam yang digali dari ayat atau hadis yang dapat diijtihadkan.13 
Fqih mazhab yang dimaksud disini adalah fiqh mazhab Syafi’i dan Ulama-Ulama 
lain yang membahas tentang pokok permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini 
1.5. Kajian Pustaka 
 Pada umumnya kajian dan penelitian yang berkaitan dengan poligami 
banyak yang membahasnya. Akan tetapi penelitian ini secara khusus membahas 
masalah legalitas izin isteri terhadap suami dalam berpoligami (Menurut Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih Mazhab), menemukan literatur skripsi 
mengenai hal tersebut pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry dan di 
luar lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry yang berkaitan 
langsung dengan judul skripsi ini. 
                                                          
10Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet 2, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 6.  
11Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 4.  
12Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadhuryah, 
1989), hlm. 135. 
13Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqarran, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012), hlm. 
47.  
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 Di antara judul skripsi yang berkenaan dengan poligami yang penulis 
dapatkan adalah: Analisis hukum tentang ketidak mampuan seorang suami dalam 
berpoligami (studi kasus di kecamatan sawang aceh utara) yang di susun oleh 
Ikhwani. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah berdasarkan kajian yang di 
lakukan faktor yang menyebabkan terjadinya poligami karena nafsu laki-laki yang 
lebih besar dari pada perempuan karena masyarakat kecamatan Sawang 
memahami ayat tiga sebagai bukti dibolehkannya berpoligami, secara mutlak, 
mampu atau tidak poligami akan tetapi merupakan anjuran, baik bila di lakukan 
dan tidak mengapa bila ditinggalkan, sehingga setelah dilakukan banyak sekali 
hal-hal negatif yang timbul, seperti keributan dalam rumah tangga, bahkan anak-
anaknya menjadi terlantar,.14 
 Pelaksanaan poligami  dengan izin isteri (kajian terhadap ketetapan dan 
alasannya pada pengadilan agama Banda Aceh 1998 -2003) yang disusun oleh 
Haswin Dua Putra. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah untuk dapat 
melakukan poligami seorang suami harus memenuhi beberapa syarat yaitu 
mengajukan permohonan ke pengadilan Agama Banda Aceh dengan melengkapi 
syarat-syarat seperti yang dimaksud Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Pemberian poligami oleh isteri kepada suami ada beberapa sebab 
yaitu isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagi isteri, kedua isteri 
                                                          
14Ikhwani, Analisis Hukum Ketidak mampuan Seorang Suami Dalam Berpoligami (Studi 
Kasus di Kecamatan Sawang Aceh Utara), (Fakultas Syari’ah: Banda Aceh, 2013), hlm. 60. 
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pertama berada dalam keadaan cacat, ketiga isteri pertama tidak dapat melahirkan, 
dan keempat isteri pertama tidak mampu melayani suami.15 
 Tanggung jawab seorang suami yang berpoligami terhadap nafkah isteri 
pertama (suatu penelitian di pengadilan Agama Banda Aceh) yang disusun oleh 
Zaimar. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah suami isteri dalam menjalani 
kehidupan rumah tangga harus saling menjalankan hak dan kewajiban, di mana 
suami dibebani kewajiban melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu 
kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemapuannya. Isteri wajib mengatur 
urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya jika suami atau isteri melalaikan 
kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan kepengadilan untuk memenuhi 
kewajiban tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang 
No1 Tahun 1974.16 
 Adil dalam poligami (analisis pendapat Asy-Syaukani dan Muhammad 
Abduh terhadap surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129) yang disusun oleh Muhammad 
nim. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Asy-Syaukani adil merupakan 
suatu hal yang tidak akan sanggup dilaksanakan oleh manusia, akan tetapi adanya 
suatu usaha untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri yang telah ia kawini, jadi 
poligami dapat dilakukan selama tidak adanya keragu-raguan untuk berlaku sama 
adil terhadap isteri-isterinya itu. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, adil 
merupakan suatu perbuatan yang tidak akan sanggup dilaksanakan oleh manusia, 
                                                          
15Haswin Dua Putra, Pelaksanaan Poligami Dengan Izin Isteri (Kajian Terhadap 
Ketetapan dan Alasannya Pada Pengadilan Agama Banda Aceh Tahun 1998-2003), (Fakultas 
Syari’ah: Banda Aceh, 2005), hlm. 58. 
16Zaimar, Tanggung Jawab Seorang Suami Yang Berpoligami Terhadap Nafkah Isteri 
Pertama (Suatu Penelitian di Pengadilan Agama Banda Aceh), (Fakultas: Banda Aceh, 2000), 
hlm. 63. 
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jadi poligami tidak dibolehkan dalam hukum Islam melainkan dalam hal-hal 
tertentu (darurat).17 
 Poligami dalam kaitannya dengan perintah berlaku adil (Studi terhadap 
pemikiran K.H Abdullah Gymnastiar) yang di susun oleh Ilham. Kesimpulan dari 
skripsi ini adalah konsep poligami menurut pandangan K.H Abdullah Gymnastiar 
adalah hal yang  dibolehkan oleh  Allah, tapi ia tidak menganjurkannya. Poligami 
dibolehkan dengan cara-cara tertentu sebagai emergency exit. Abdullah 
Gymnastiar menjelaskan, tujuan utama ia poligami adalah menghilangkan citra 
bahwa poligami  suatu keluliruan atau kejahatan, menyandarkan masyarakat untuk 
berhati-hati, dan tidak menggampangkan berpoligami selain itu bagi yang sudah 
terlanjur berpoligami diharuskan menata keluarganya menjadi sakinah, mawaddah 
dan rahmah. Implementasi konsep keadilan di antara isteri-isteri menurut K.H 
Abdullah Gymnastiar dalam kehidupan berpoligaminya berusaha untuk berlaku 
adil di antara kedua isterinya dengan memberikan kebebasan kepada isteri-
isterinya untuk mengembangkan kemampuan dan kebutuhan mereka dan anak-
anaknya.18 
 Larangan pegawai negeri sipil wanita menjadi isteri poligami (tinjauan 
hukum Islam terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 
1983 jo Nomor 45 Tahun 1990) yang di susun oleh Khairunnisa. Kesimpulan dari 
skripsi ini adalah pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 
melarang seorang wanita pegawai Negeri sipil untuk menjadi isteri poligami, yang 
                                                          
17Muhammad, Adil Dalam Poligami (Analisis Pendapat Asy-Syaukani dan Muhammad 
Abduh Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 3 dan 129), (Fakultas Syari’ah: Banda Aceh, 2004), hlm. 63. 
 18Ilham, Poligami Dalam Kaitannya Dengan Perintah Berlaku Adil (Studi Terhadap 
Pemikiran K.H Abdullah Gymnastiar), (Fakultas Syariah, Banda Aceh: 2012), hlm. 63. 
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mana ketentuannya tidak terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, namun dalam pembuatan 
kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan 
seorang wanita Pegawai Negeri Sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak 
harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi isteri poligami akan 
mengalami beberapa masalah rumah tangga yang komplek selain dengan 
suaminya juga dengan beberapa isteri yang lainnya, yang biasa menyebabkan 
kewajiban sebagai abdi Negara akan terganggu.19. 
 Dari beberapa judul skripsi di atas belum ada yang membahas tentang 
Legalitas Izin Isteri Terhadap Suami Dalam Berpoligami (Studi Perbandingan 
Antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam), oleh karena itu 
penulis tertarik untuk menganalisanya dan membahas lebih mendalam tentang 
judul skripsi tersebut. 
1.6. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaiatn dengan 
analisadan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metode merupakan cara utama yang di gunakan untuk mencapai 
tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode 
adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan 
menggunakan alat-alat tertentu.20 Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode 
yang digunakan sangat menentukan untuk tercapainya suatu tujuan yang efektif, 
                                                          
19Khairunnisa, Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Poligami (Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo No 45 
Tahun 1990), (Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2015), hlm. 63. 
20Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4. 
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karena metode yang dipakai senantisa dapat mempengaruhi mutu dari kualitas 
tulisan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis komperatif, yaitu suatu metode menganalisa serta memecahkan 
masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan 
didengar serta hasil penelitian, baik dilapangan atau teori berupa data-data dan 
buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian diadakan 
perbedaan (library research) untuk mendapatkan data dalam menyusun teori-teori 
sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji menelaah pokok-pokok permasalahan 
dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data 
–data yang diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder. 
Sumber data adalah sebagai berikut: 
1.6.1.1.  Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data atentik atau data yang diperoleh dari 
literatur-literatur yang mengupas masalah ini yaitu dari kitab Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, fiqih 
Islam Waadillatuhu yang membahas tentang izin isteri terhadap suami dalam 
berpoligami 
1.6.1.2. Sumber Data Skunder 
Sumber data skunder adalah  data yang dikutip dari sumber lain sehingga 
tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Buku-
buku skunder diantaranya yaitu kitab-kitab fiqh, seperti Fiqh wanita, Fiqh sunnah, 
fiqh munakahat, kitab bidayatul al-mujtahid, dan buku-buku lain yang relevan 
dengan skripsi ini. 
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1.6.2. Analisa Data 
Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang 
lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini 
lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode pemecahan 
masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, 
aktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 
yang satu dengan fenomena yang lain yang diselidiki. Disamping itu penulis juga 
menggunakan pendekatan perbandingan (deskriptif analisis komperatif) yaitu 
dengan membandingkan antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqih 
Mazhab dalam hal legalitas izin isteri terhadap suami dalam berpoligami, dari 
data-data yang telah ada, kemudian penulis mengumpulkan Panduan Penulisan 
Skripsi dan Laporan Akhir Studi dan mencari dan menganalisa secara 
perbandingan terhadap legalitas izin poligami antara Undang-Undang Perkawinan 
dan Fiqih Mazhab. Adapun untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis 
berpodoman kepada buku pedoman penulisan karya tulisan ilmiah yang 
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 
Aceh Tahun 2013 
 Pedoman transliterasi Arab latin, untuk penerjemahan ayat-ayat Al-Quran 
dikutip dari Al-Quran dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh yayasan 
penyelenggaraan penterjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI tahun 2000 
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1.7.Sistematika Pembahasan 
 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin membahas dengan membagi 
empat bab, kemudian dari bab-bab tersebut penulis bagi lagi menjadi sub bab. 
Adapun perinciannya sebagai berikut: 
 Bab Satu  merupakan Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
 Bab Dua membahas tentang ketentuan poligami menurut Undang-Undang 
No 1 Tahun 1974 dan Fiqih Mazhab yang meliputi: pengertian poligami dan 
Dasar hukumnya, sebab dan tujuan poligami, syarat-syarat poligami, hukum 
poligami dan akibatnya. 
 Bab Tiga membahas tentang analisa perbandingan terhadap legalitas izin 
poligami yang meliputi: dilihat dari sudut alasan dan tujuan poligami, dilihat dari 
sudut prosudur dan tata cara poligami, dilihat dari sudut akibat hukum poligami 
 Bab Empat, penutup. Adapun yang akan dibahas pada bab ini yaitu, 
Kesimpulan dan saran  yang berisi ringkasan dari awal pembahasan sampai akhir 
pembahasan yang  dirangkum secara singkat dan padat dan di dalam kesimpulan 
juga terdapat saran-saran untuk perbaikan karya ilmiah kedepannya. 
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BAB DUA 
KETENTUAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG 
NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM 
 
2.1 Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami 
 Secara bahasa kata poligami berasal dari bahasa yunani yaitu ploy atau 
polus yang berarti banyak dan gamen atau gamos berarti kawin. Apabila 
perkataan ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang 
banyak atau lebih dari satu orang. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’addut 
al-zaujat yang berarti menikah lebih dari satu orang isteri atau berbilang isteri1, 
sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut juga dengan pemaduan yaitu 
sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/atau mengawini beberapa 
lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan 2 
 Secara istilah poligami juga merupakan seorang suami yang mempunyai 
beberapa orang isteri, dalam Undang-Undang perkawinan poligami diartikan 
sebagai seorang pria hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri, bagi seorang 
wanita seorang suami, dari ketentuan tersebut diatas dalam Undang-Undang 
perkawinan menganut azas monogami.3  
                                                     
1 Supardi Mursalin, Menolak Poligami Studi Tentang Undang -Uundang Perkawinan dan 
Hukum Islam, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.15. 
 
2 Tihami, Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm.351. 
 
3 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1999), hlm.222. 
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Adapun dasar hukum poligami dalam Islam antara lain sebagaimana yang 
difirmankan Allah dalam surat QS.Al-Nisa’:3, dan QS.Al-Nisa’:129. 
                              
                             
      
   Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinlah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (maka 
kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.Al-
Nisa’:3)4 
                            
                        
   Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri 
(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara dari (dari kecurangan) maka 
sesungguhnya allah maha penyayang. (QS.Al-Nisa’:129) 
Dalil diatas menurut Imam Syafi’i dipahami dengan adanya pembolehan 
dari Agama dan sebagai complement terhadap laki-laki sebagai suatu kelebihan 
yang kepada mereka dengan dibolehkannya mengawini perempuan lebih dari 
satu5, Perlu juga digaris bawahi bahwa ayat tersebut diatas tidak membuat suatu 
peraturan tentang poligami, karena poligami tersebut telah dikenal dan 
                                                     
4 Syahid Sayyid Quth, Tafsir Fi zhilalil Quran di Bawah Naungan A-quran, Jilid 2, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.275. 
  
 5 As syafi’i, al-uum, Juz v, Beirut: Dar al kutub al ilmiah, 1993, hlm.76. 
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dilaksanakan oleh syariat dan adat istiadat sebelumnya dan ayat tersebut juga 
tidak berbicara tentang kewajiban atau harus berpoligami atau bahkan 
menganjurkannya, dalam ayat tersebut hanya dijelaskan tentang bolehnya 
poligami, itupun merupakan pintu darurat karena hanya bisa dilalui pada saat yang 
amat diperlukan, dengan syarat yang berat yaitu adil.6 
            Dari ayat di atas jelaslah kepada kita, bahwa Islam membenarkan 
poligami, apakah dua, tiga atau empat dengan syarat suami harus berlaku adil, 
baik yang berkaitan dengan nafkah batin maupun nafkah lahir. Tetapi jika seorang 
laki-laki atau suami tidak mampu melaksanakan keadaan tersebut maka allah 
SWT mensyariatkan baginya kawin hanya satu saja. Allah SWT telah 
memberikan kebebasan  bagi seorang laki-laki berpoligami dengan syarat mampu 
memenuhi hak isteri yang telah digariskan oleh agama Islam seperti yang 
dicontohkan Muhammad Rasulullah SAW dalam berpoligami seperti dalam 
sebuah riwayat dibawah ini yaitu:   
ع ةورع نع  يرهز  نع رمعم نع ن ايم نب ييح انثدح ةبيش بىا نب ركب وبا انثدح نا ةشئاع ن
الله ىلص الله لوسر  هام نبا  ورر   ئ ااس ن ب  ررا ررس ااا ناا  لسو  يلع  
Artinya: Diberitahukan kepada kami oleh abu bakar bin abi syaibah,     
   diberitakan kepada kami oleh yahya bin yaman dari ma’mar dari zuhri 
  dari urwah dari aisyah bahwasanya rasulullah saw apabila beliau 
 hendak bepergian, beliau hendak bepergian, beliau mengundi isteri-
 isterinya (HR.Ibnu Majah)7 
                                                     
 6 M.quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai 
Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.162. 
  
 7 Muhammad  Nashiruddin al-albani  Sunan  Ibnu Majah  (terj) , Jilid 2, (Jakarta: Pustaka 
Azzam,  2006), hlm.332. 
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Rasulullah memang sangat adil dalam melayani isterinya dan beliau 
apabila bepergian akan mengundi giliran kepada isteri-isterinya agar siapa yang 
berhak ikut Rasulullah. Apabila tidak berlaku adil diantara isteri-isteri, maka pada 
hari kiamat ia akan berjalan miring 
ل تس اا نم :لاق  لسو  يلع الله ىلص الله لوسر نا  نع الله يضر ةريره بىا نع ل امير ن تا ارما  
 نبا  ور ر  لئام  خشو ةم ايقاا موي ءاه اهم دحا ئلا  هام  
Artinya: Dari abi hurairah ra, sesungguhnya rasul saw bersabda: barang siapa 
   yang punya dua orang isteri lalu  berat kepada  salah salah satunya, 
 maka  ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring. 
 (HR.Ibnu Majah).8 
Jika seorang suami yang tidak berlaku adil kepada isterinya maka hari 
kiamat dia tidak seimbang dihadapan Allah waktu diperhitungkan amalannya, 
karena masa hidupnya dalam melayani isterinya berpihak pada satu orang isteri 
tidak semua isteri dilayani dengan baik. Islam membolehkan poligami itu 
merupakan suatu hal yang biasa terhadap wanita. Tetapi pada masa peminangan, 
wanita diberikan kebebasan penuh setuju atau tidak untuk menerima laki-laki 
yang telah beristeri tersebut mengawini dia. Ternyata dalam menentukan 
perkawinan bukan hak laki-laki semata dimana pihak wanita diberi kebebasan dari 
awal untuk berfikir secara matang, kalau ia tidak suka kepada pinangan itu, ia 
harus menolak secara baik. 
Dasar hukum Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Pasal 3 Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri 
seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang. Pengadilan dapat 
                                                     
8 Ibid., hlm.333. 
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memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal suami hendak 
beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud hanya memberi 
izin kepada suami apabila memenuhi syaratnya 
2.2 Sebab dan Tujuan Poligami  
1. Penyebab Terjadinya Poligami Menurut Hukum Islam   
Terjadinya poligami dalam kehidupan manusia disebabkan oleh beberapa 
sebab dan faktor yang kadang kala tidak bisa ditolak dan dihindarkan oleh 
seseorang untuk melaksanakan poligami. Adapun salah satu faktor penyebab 
terjadinya poligami dalam adalah adanya keizinan dari Allah SWT yang tertera 
dalam firmannya dalam surat QS.Al-Nisa’:3 yang sudah ada dihalaman 18. 
                      Selanjutnya pembolehan poligami dalam Islam adalah pri kemanusiaan 
dan kemaslahatan masyarakat dan bukan hawa nafsu belaka yaitu: 
1. Dalam keadaan darurat, umpamanya sesudah perang, jadi banyak 
orang laki-laki yang meninggal dan perempuan banyak yang janda 
2. Untuk membudaya terjadinya perkawinan 
3. Jika dapat berlaku adil dalam nafkah, cinta dan kasih sayang. 
 Maka salah satu sebab seseorang melakukan poligami dalam hidupnya, 
karena Islam membolehkannya walaupun tidak ada sebab lainnya yang harus 
mereka laksanakan poligami, yaitu berdasarkan ayat tersebut di atas yang 
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merupakan pendorong poligami bagi orang-orang yang mau memenuhi kebutuhan 
dan kebahagiaan hidupnya yang ingin bersenang-senang dengan wanita-wanita 
yang telah dijadikan isterinya secara sah  dan halal digaulinya, supaya terhindar 
dari perzinaan yang diharamkan Allah SWT 
  Berdasarkan pada maksud ayat QS.Al-Nisa’:3 tersebutlah manusia berani 
meakukan poligami9, jika mereka dihadapi masalah-masalah yang diinginkan oleh 
isterinya yang dinikahinya belum diperoleh sebagaimana yang diharapkan dari 
suatu tujuan perkawinan yang telah dilaksanakan, maka terjadilah poligami dalam 
kehidupan manusia 
a. Memperbanyak Jumlah Keluarga (Keturunan) 
 Perkawinan suatu cara yang  dapat ditempuh oleh manusia untuk 
meningkatkan jumlah anggota keluarganya, menurut hukum Islam juga 
dibenarkan karena bertambah banyak jumlahnya akan bertambah kuat barisannya 
untuk melawan dan menentang musuh Agama serta lebih semaraknya lagi dalam 
melaksanakan syari’at Islam, bertambah banyaknya jumlah umat akan bertambah 
kuat pula berdirinya suatu Negara10 
 Kutipan diatas menunjukkan bahwa keluarga dan kebesarannya suatu 
negara terletak pada jumlah besarnya anggota keluarga, dalam arti anggota 
keluaga tersebut bukanlah anak-anak ataupun orang-orang yang tidak memiliki 
tanggung jawab dan yang rusak moralnya, tetapi sebaliknya yang sehat, punya 
tanggung jawab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menciptakan hidup 
                                                     
 9 M.quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai 
Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, hlm, 64. 
  
10Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian fikih nikah lengkap, hlm.353. 
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yang bahagia, lebih sempurnanya lagi bila menjadi orang-orang yang ahli baik 
dibidang tradisional maupun teknologi 
b. Melindungi Janda-Janda 
 Janda-janda dan wanita wajib melindungi dari berbagai efek negatif yang 
dapat ditimbulkan dari pengaruh luar dan dalam, yaitu dengan adanya 
perlindungan tersedalam Agama para janda dan wanita yang melebihi jumlah laki-
laki akan terpelihara dari pandangan dan perbuatan yang di larang dalam Agama. 
sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, setiap selesai peperangan 
yang prajurit nya menjadi syuhada serta meninggalkan isteri dan anak-anaknya, 
seperti beliau menikahi isterinya saudah, hal ini menunjukkan bahwa beliau 
menikahinya atas dasar memohon ridha Allah, serta melindungi, menghormati dan 
menghiburkan mereka dari kesedihan disebabkan di tinggal suami, atau yang 
belum pernah punya suami sama sekali sedangkan usianya telah lanjut sesuai 
dengan firman Allah QS.Al-Nuur: 32 
                             
                    
artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas 
(pemberiannya) lagi maha mengetahui.(QS.Al-Nuur: 32)11 
 
 Poligami dalam hal tersebut memang suatu cara yang dapat ditempuh oleh 
ummat Islam untuk memperoleh isteri yang sah dan sekaligus menghindari dari 
                                                     
11 Syahid Sayyid Quth, Tafsir Fi zhilalil Quran di Bawah Naungan A-quran, Jilid 2, 
hlm.280. 
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perbuatan keji, sebab janda-janda dan wanita sangat membutuhkan kepada 
perlindungan dan pendidikan serta bimbingan yang terus menerus dari pihak lain, 
maka untuk itu tiada cara lain kecuali: mengawini mereka, di samping juga untuk 
menggantikan jiwa yang telah tiada 
 Poligami disamping untuk mengurusi janda-janda yang telah meninggal 
suami juga dapat dijadikan suatu cara untuk menambah jiwa yang telah tiada, 
sebab dengan perkawinan keturunan akan mudah dan cepat diperoleh suami isteri 
yang sehat lahir dan batin 
c. Kesanggupan Laki-Laki Berketurunan Lebih Besar Dari Perempuann 
 Kaum Adam yang sifatnya kuat, kekar dan tegar mempunyai kelebihan 
tersendiri secara alamiah diciptakan oleh Allah SWT, maka dalam ajarannya pun 
memberikan keadilan agar segala yang telah tercipta tersalur sebagaimana 
mestinya, yaitu laki-laki punya kesanggupan untuk berketurunan yang lebih besar 
dari pada perempuan , maka turunlah perintah memperoleh poligami dalam waktu 
bersamaan dari satu orang isteri sampai empat orang isteri itupun tidak boleh 
terlepas dari keadilan yang harus dipenuhi kepada  tiap-tiap isteri yang masih ada 
ikatan pernikahan menurut kesanggupan yang dimilikinya12 
 Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari 
perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh 
sampai usia tua, sedangkan perempuan dalam masa haidh itu datang setiap bulan, 
sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan, ketetapan serta 
keputusannya, yang memang nampak jelas kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, 
                                                     
12 Muhammad Haitsam Al-khayyath, Problematika Muslimah di Era Modern, (Jakarta: 
Erlangga, 2006), hlm.230. 
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laki-laki punya kemampuan, kekuatan mengusai, melindungi dan memberi 
kepuasan nafsu seksual kepada wanita sebagai makhluk yang lemah dari segi 
lahiriyahnya. Poligami juga dapat dijadikan salah satu cara menyalurkan nafsu 
dan kebutuhan batin bagi kaum laki-laki secara sah dan diridhai oleh Allah SWT, 
disamping itu untuk menjaga kehormatan serta norma yang berlaku dalam 
kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa kepadanya 
d. Mandul dan Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh 
 Secara umum motivasi suami ingin berpoligami adalah motivasi 
regenerasi, motivasi ini untuk memperoleh keturunan, karena isterinya yang sudah 
ada tidak dapat melahirkan keturunan, karena isterinya yang sudah tidak dapat 
melahirkan keturunan disebabkan mandul atau sakit yang tidak ada harapan untuk 
sembuh lagi, sedangkan suami tersebut sangat mendambakan kehadiran anak-
anaknya di dalam keluarga mereka 
 Jelasnya jika isteri yang telah dinikahinaya mandul atau sakit yang tidak 
ada harapan sembuh, maka poligami sebagai jalan keluarnya dari masalah 
tersebut, dengan harapan dapat memperolehketurunan dari isteri-isteri mudanya 
kelak sesudah dinikahinya. hukum Islam dengan segala kemudahan memberi 
kesempatan bagi suami yang ingin punya keturunan tetapi belum diperoleh dari 
isteri-isterinya karena mandul atau sebab lainnya, dengan syarat tidak bertujuan 
menyakiti isteri-isteri yang tidak dapat memberikan kepuasan dan keturunan 
kepadanya 
 2. Penyebab terjadinya poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 
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 Sebab-sebab dibenarkan poligami menurut Undang-IUndang No 1 Tahun 
1974 juga sebahagian sebab-sebab yang terdapat dalam hukum Islam, 
sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bab 1 pasal 4 
ayat 2, tentang dasar-dasar perkawinan. Pengadilan akan memberikan izin untuk 
melakukan poligami berdasarkan atas13 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri 
b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan14 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan15 
Seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan dengan isteri 
kedua atau selanjutnya, akan diberi izin oleh pengadilan di mana ia bertempat 
tinggal, apabila telah diajukan permohonan. Dan pihak pengadilan akan memberi 
izin poligami bila isteri-isteri yang dinikahinya memiliki sebab-sebab tertentu 
yang tidak memungkinkan lagi meneruskan perkawinan secara baik sebagaimana 
mestinya. 
 Adapun sebab-sebab diperbolehkan poligami menurut Undang-Undang No 
1 Tahun 1974, di mana bila seseorang isteri yang sakitnya tidak bisa di 
sembuhkan, cacat, mandul dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, yang 
salah satu diantara sebab-sebab di atas dimilikinya, pihak pengadilan akan 
memberi kebebasan atau izin untuk melaksanakan poligami, Sesuatu perbuatan 
                                                     
13 Murtadha Mutaharri, Duduk Perkara Poligami, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm.59. 
 
 14 zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 
hlm.47. 
 
 15 Asni, Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama 
Republik Indonesia, 2012), hlm. 216. 
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baru boleh  dilakukan apabila ada sebab-sebabnya seperti pligami jika tidak ada 
sebab-sebab dalam Undang-Undang hukum perkawinan tidak diizinkan poligami, 
juga hal ini bertujuan mensejahterakan kehidupan rumah tangga dengan seorang 
isteri dan beberapa orang anak kalau poligami sudah dilaksanakan pasti 
bertambah pula anak keturunannya, yang akibatnya tanggung jawab harus 
bertambah pula16 
 Dalam Undang-Undang perkawinan jika ke tiga sebab diatas tidak dimiliki 
oleh isteri-isteri yang telah dinikahinya maka sangat dilarang poligami, dan pihak 
pengadilan setempat tidak akan memberi izin kepada laki-laki tersebut, jadi jika 
hanya dorongan nafsu seksual yang walaupun merupakan fitrah bagi laki-laki 
melebihi wanita sedapatnya harus di tahan supaya jangan sampai terjadi hal-hal 
yang di larang agama dan norma manusia yang bermoral 
 Larangan poligami bagi yang tidak ada sebab suatu peraturan yang telah 
diundangkan dalam hukum perkawinan, demi untuk membatasi laki-laki dari sifat 
ingin memiliki dan menguasai wanita sebanyak-sebanyaknya yang akhirnya di 
jadikan tempat si laki-laki bersenang-senang, sedang pihak wanita yang akan 
menanggung kesengsaraan akibat ada yang kurang diperhatikan 
Diantara tujuan poligami adalah sebagai berikut17 
a. Tujuan Karena Kekayaan  
  Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini wanita karena kekayaan, 
wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan  orang kaya. 
                                                     
 16 Nursyam, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Pusat: Kementerian 
Republik Indonesia), hlm.216. 
 
17 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, (Jogjakarta: al-kautsar, 1990), hlm. 181-183. 
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Pertimbangan  ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar yang 
dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga walaupun belum tentu sesudah menikah 
mereka bertambah kekayaannya karena seorang laki-laki pun sangat memandang 
harta kekayaan perempuan sehingga dia mau menikahi perempuan yang akan 
dinikahinya. 
b. Tujuan Karena Keturunan dan Status Sosial 
 Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari keluarga 
atau kaya tetapi hanya karena hanya semata-mata keturunan yang berdarah 
bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang Ulama 
tertarik kepada putri Ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama 
keturunan Ulama. 
c. Tujuan Karena kecantikan  
Kebanyakan laki-laki tertarik  kepada wanita bukan karena kekayaan, 
bukan lantaran keturunannya, bukan lantaran kepribadiannya, tetapi tertarik 
karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup didunia ini memang 
oleh Allah dihiasi dengan rasa senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada 
wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis. Wanita itu memiliki 
daya pengikat yang sangat luar biasa kepada laki-laki sehingga laki-laki ingin 
memilikinya  
2.3 Syarat-Syarat Poligami  
Para ulama fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri itu ialah adil dalam 
hal memberikan nafkah hidup mereka, selain makan dan berpendapat bahwa adil 
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yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain mengenai hal-hal diatas, 
meliputi juga adil dalam pembagian waktu dan menggiliri isteri-isterinya.18 
Ahmad syalabi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syarat dalam 
poligami tidak saja terhadap isteri-isteri, tetapi juga keadilan terhadap dirinya (diri 
suami itu sendiri) dan terhadap anak-anak, sebab perintah berlaku adil menurut 
ayat itu adalah umum dan mutlak, tidak ditentukan hanya terbatas pada isteri-isteri 
saja. 
Paparan diatas menunjukkan dengan jelas bahwa poligami dalam Islam sangat 
berbeda sekali dengan poligami yang dipraktekkan sebelum islam. Islam 
membatasi jumlah isteri yang boleh dikawini sampai dengan empat, disamping itu 
syarat untuk berpoligami tersebut adalah berlaku adil dalam arti yang luas yang 
tidak sembarang orang dapat memenuhi nya, dengan persyaratan ini penganiayaan 
terhadap wanita dan anak-anaknya, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum nya, 
dapat dihindari 
Seiring dengan perkembangan terahir ini, praktik poligami terus dikurangi dan 
dibatasi hampir semua Negara-Negara Islam di dunia, baik dengan larangan 
secara hukum ataupun tidak, didalam Undang-Undang Mesir titak ada seorang 
suami pun yang diperbolehkan mempunyai isteri-isteri lain, kecuali atas izin dari 
isteri-isteri nya yang lain.19 
                                                     
 18 M.Quraish Shihab, Tafsir-al misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.339. 
 
19 Hasan saleh, Asas Keluarga Islam , Bahasa Empat Mazhab: Syafi’i, Hanafi, Maliki, 
dan Hambali, (Kuala Lumpur: Maziza, 1992), hlm.173. 
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Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Punya Kemampuan Lahir dan Batin 
Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan bathiniah 
isteri dan  menjaga  kehormatan mereka, hal ini bertujuan agar isteri-isterinya itu 
terhindar dari kenistaan dan kerusakan karena Allah tidak menyukai kerusakan, 
dan juga memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah lahiriyah dan bathiniyah 
kepada mereka. Barang siapa yang tidak mampu menafkahi kepada isteri 
selanjutnya,  maka ia tidak dibolehkan poligami, apabila ia menambahkan isteri 
lagi maka ia akan berdosa karena seorang suami benar-benar seorang kepala 
rumah tangga yang harus sanggup menafkahinya semua. 
Mampu memberi nafkah hidup secara sama dan adil, karena dalam hukum 
islam selalu diajarkan , apabila berpoligami, si suami harus mampu dan berniat 
sunggu-sungguh untuk memperlakukan semua isterinyasecara sama dan 
sepantasnya, mampu disini berarti bahwa kepada masing-masing isteri harus 
diberi nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak dengan tiada perbedaan 
sedikitpun  
Diberikan kebebasn berpoligami dalam ajaran Islam tidak juga terlepas dari 
syarat-syaratnya, dan ketentuan-ketentuannya, karena poligami itu bukanlah suatu 
hal yang dianggap baik bagi si pelakunya, namun efeknya terhadap pihak lain 
yang disebabkan ktidak mampuannya akan dapat dirasakan oleh isteri-isteri dan 
anak-anaknya, syarat mutlak dalam hukum Islam bagi yang berpoligami dapat 
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atau mampu beralku adil dalam segala hal baik nafkah lahir maupun batin sesuai 
dengan firman Allah QS.Al-Nisa’: 3.20 
Selain dari mampu adil, juga harus ada syarat lainnya yang dibenarkan bagi 
laki-laki berpoligami, hal ini secara khusus sama dengan syarasyarat dan 
perkawinan biasa, diantaranya wanita tersebut halal dinikahinya dan tidak terikat 
kepada keturunan sendiri sesusuan ataupun juga tidak ada hubungan perkawinan, 
serta dua orang saksi ijab qabul (aqad nikah). apabila ketiga tersebut diatas belum 
terpenuhi, terutama bila yang menyangkut keadilan dan kemampuan Allah SWT 
sangat melarangnya 
Perlakuan yang sama antara isteri-isteri dalam segala kebutuhan hidup suatu 
anjuran yang wajib dipenuhi bagi laki-laki yang berpoligami, dengan tidak 
membedakan antara satu isteri dengan isteri lainnya dikarenakan berbeda latar 
belakang kehidupannya, sehingga keadilan dapat dirasakan bersama dari suami 
mereka, dengan adanya kewajiban yang tidak boleh berbeda satu sama lainnya, 
supaya benar-benar keadilan dapat ditemui oleh mereka yang ada hubungan 
dengan mereka, juga agar sesuai dengan prinsip Islam yang manusia itu semuanya 
sama derajatnya di sisi Allah kelak. 
2. Tidak Melebihi Empat Orang Isteri 
Islam membolehkan laki-laki beristeri sebanyak empat orang, supaya 
janda-janda dan wanita yatim serta lemah mendapat bantuan dari suaminya, 
walaupun berada dalam satu ikatan seorang suami dari isteri-istri yang banyak, 
                                                     
20 Abu Malek Kamal Bin Sayyid Salim, Figh Sunnah Untuk Wanita, Cet 1, (Jakarta: Al-
Itishom Cahaya Ummat, 2007), hlm.729-733. 
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dengan syarat punya tujuan untuk meneruskan keturunan yang suci, membentuk 
umat yang damai dan tentram sekalipun dalam keluarga yang besar di dalamnya 
terdapat anak-anak yang berlainan ibu antara satu dengan yang lainnya, dapat 
memberi nafkah dengan adil menjadikan kehidupan mereka aman dan tentram 
Akan tetapi jika seoarang laki-laki tidak sanggup menjalankan ketentuan 
secara adil, maka akibat yang diterima dan dirasakan di dunia akhirat akan lain 
yang di harapkan. Untuk itulah syarat keadilan menjadi faktor utama yang 
menjadikan syarat dibolehkan poligami disamping lain-lainya 
Seorang laki-laki tidak boleh mempersunting wanita yang kelima, pada 
waktu yang bersamaan dia telah mempunyai empat orang isteri. Seorang isteri 
tidak boleh menuntut suaminya agar menceraikan madunya, supaya dia menjadi 
isteri satu-satunya dan juga dalam islam tidak boleh menikah lebih dari empat 
orang isteri karena sudah ada ketentuan hukumnya yaitu dalam QS.Al-Nisa:3 Dan 
yang hanya boleh menikah lebih dari empar orang isteri hanya Rasulullah SAW. 
3. Dilandasi Dengan Keadilan  
Seoarang suami mampu berbuat adil kepada semua isterinya dalam segala 
hal dibidang lahiriyah dan bathiniah seperti nafkah makanan, pakaian, tempat 
tinggal, termasuk juga dalam berbagai malam.21 Dan juga mampu menjaga diri 
untuk tidak terpedaya dengan isteri-isterinya dan tidak meniggalkan kewajiban 
yang allah berikan dikarenakan isteri-isteri tersebut. Maksudnya kadang kala isteri 
dapat menjerumuskan suami untuk melakukan yang di larang Allah dan 
meniggalkan yang diwajibkan Allah. 
                                                     
21Ibid., hlm.729-733. 
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Keadilan bagi laki-laki yang berpoligami, sangat dituntut terutama yang 
berhubungan dengan lahiriah dan yang bersifat materi, karena yang demikian 
dapat dipenuhi bila seseorang memiliki kemampuan dan kesadaran akan tanggung 
jawabnaya. akan tetapi mengenai cinta dan kasih sayang itu memang tidak 
seorangpun akan dapat atau mampu memenuhinya, sebab hal tersebut adalah 
milik allah swt, jadi bagi isteri-isteripun  supaya dapat memahami jika mereka 
berada diantara suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu 
yang sama 
Bagi laki-laki yang berpoligami berkewajiban memenuhi segala keperluan 
isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan tanggung jawabnya secara 
sama, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan kemampuannya, hal 
ini sesuai dengan kutipan di atas, bahwa Rasulullah SAW sendiri dalam 
memenuhi kewajibannya kepada isteri-isterinya selalu merasa bahwa beliau tidak 
mampu melaksanakannya sesuai dengan tuntutan  syariat, sehingga setiap saat 
beliau menunaikan kewajiban terutama sekali dalam hal yang bukan masalah 
materi, beliau tidak pernah lupa memohon keridhaan Allah SWT  
Rasulullah SAW saat menunaikan kewajiban terhadap isteri-isterinya yang 
jumlahnya lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Rasulullah SAW 
dalam memenuhi kewajiban serta hubungannya dengan para isterinya yang 
umumnya terdiri dari janda-janda yang ditinggal mati suami mereka, telah berlaku 
adil dan bijaksana, baik dalam memberi nafkah, kediaman serta giliran 
bermalam22 
                                                     
22 Muhammad Mutawalli Asy-sya’rawi, Fikih Wanita, cet 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006), hlm.155. 
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Kriteria keadilan dalam poligami memang sangat baik bila ditinjau dari 
kehidupan manusia jika mengalami sesuatu sebab baik yang dipengaruhi oleh 
dirinya sendirinya sendiri maupun dari pihak lain. Dengan adanya poligami 
terlepaslah manusia dari perbuatan zina dan keturunan yang tidak sah, sekalipun 
dengan adanya poligami dapat memberi dua alternatif baik atau buruk yang 
dirasakan oleh salah satu pihak akan jika poligami tidak diizinkan kemungkinan 
seseorang laki-laki yang tidak dapat menahan nafsunya akan timbul berbagai 
macam  pergeseran moral dan kehidupan masyarakat, maka poligami yang 
dilakukan dengan cara yang adil akan menimbulkan efek yang baik antara sesama 
isteri yang telah dinikahinya 
Keadilan dalam poligami akan dirasakan kaum laki-laki suatu nikmat dan 
rahmat Allah yang tidak diizinkan kepada perempuan. tetapi bila mereka 
membutuhnya, namun nafsu yang sangat besar, maka hampir setiap laki-laki 
mempunyai minat untuk beristeri lebih dari satu, tetapi karena takut kepada tidak 
dapat berlaku adil, maka terbataslah poligami yang terjadi dalam kehidupan 
manusia, walaupun ada hanya sebahagian kecil.23 
Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan 
terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut 
1.  Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus  dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
                                                     
23 Ibid., hlm.156. 
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 a.  Adanya persetujuan dari isteri/isteri24 
     b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan  
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka. 
2. Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan  
bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin diminta 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ad kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan agama 
2.4 Hukum Poligami dan Akibatnya 
Dalam kajian mazhab Syafi’i poligami adalah masalah yang telah final 
hukumnya, status hukum poligami dalam mazhab Syafi’i berada pada posisi 
mubah, sesuai dengan analisa Mazhab terhadap kehendak dari pada nash yang 
menjelaskan tentang kebolehan poligami, kebolehan berpoligami menurut 
Mazhab ini tidak terlepas dari pada contoh yang ditirukan oleh Rasulullah dalam 
kehidupannya sekalipun Rasulullah mengawini sembilan perempuan yang  
melebihi dari empat. Syafi’i mengemukakan kebolehan poligami dengan dalil 
surat an-nisa’ ayat 3.25  
                                                     
24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm.247 
 
 25 As Syafi’i Al-umm, Juz v, Beirut: Dar Al kutub al-ilmiah, 1993, hlm.76. 
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Menurut Wahbah az-zuhaili seseorang boleh berpoligami tidak perlu 
persetujuan dari isteri artinya jika suami ingin menikah lagi tidak perlu minta izin 
dari isteri karena poligami tersebut merupakan hukum dari Allah asal dengan  
berlaku adil. Muncul berbagai seruan yang baru dizaman sekarang ini yang 
melarang praktik poligami, kecuali dengan izin qadhi, untuk menegaskan 
terwujudnya apa yang disyaratkan oleh syariat untuk membolehkan poligami, 
yaitu keadilan para isteri, serta kemampuan untuk memberi nafkah karena 
manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk 
pembolehan poligami yang diizinkan oleh syariat untuk tujuan kemanusiaan yang 
mulia 
Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek 
poligami,memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria 
apabila mau melakukan poligami, salah satu ketentuan yang tertuang dalam 
QS.Al-Nisa’: 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap isteri-
isterinya. ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami, baik 
untuk sang pria maupun pihak perempuan dari beberapa penelitian telah 
ditemukan bahwa praktek poligami memang menghasilkan berbagai dampak, baik 
positif maupun negatif26 
  Poligami akan lebih banyak menghasilkan keuntungan pada pihak laki-
laki dibandingkan pada perempuan, salah satunya adalah dapat mengikatkan 
prestise dihadapan masyarakat karena mempunyai banyak isteri, sedangkan pihak 
                                                     
 26 Mahmud Mahdi al-istambuli dan Mustafa Abu Nasr as-syalbi, Wanita-Wanita Sholihah 
Dalam Cahaya Kenabian, (Yogyakarta:Mitra Pustaka,2002), hlm.369.  
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isteri lebih sering mendapatkan dampak negatif dari pernikahan poligami, 
beberapa kerugian bagi pihak perempuan adalah pagi para isteri yang tinggal 
serumah dapat kehilangan privasi masing-masing, selain itu mereka juga harus 
berbagi wilayah domestik yang biasanya dipahami sebagai ranah perempuan, 
seperti dapur. adapun bagi para isteri yang tinggal di tempat yang berbeda dapat 
menyebabkans tekanan-tekanan kepribadian, seperti cemburu, konflik 
kepribadian, kompetetisi, dan ketidak senangan anak terhadap ibu yang berbeda 
 Ada beberapa dampak dari poligami terhadap seorang isteri sebagai mana 
yang terdapat dalam poin-poin sebagai berikut:27 
a. Dampak Psikologis 
 Perasaan inferior isteri menyalahkan diri karena merasa tindakan suami 
berpoligami adalah akibat dari ketidak mampuan dirinya memenuhi kebutuhan 
biologis suami  
b. Dampak Ekonomi Rumah Tangga 
 Ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun ada beberapa 
suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktinya 
lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingakan isteri muda dan 
menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu akibatnya isteri yang tidak 
memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari 
c. Dampak Hukum  
 Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan 
pada kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan 
                                                     
 27 Diakses melalui http://mr-cor3. blog spot.co.id/2012/01/dampak positif-dan-negatif 
melakukan.html, tanggal 1 februari 2016. 
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dianggap tidak sah oleh Negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut 
Agama, pihak peempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan 
dianggap tidak sah, seperti hak waris dan sebagainya 
d. Dampak Kesehatan  
 Kebisaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau isteri menjadi 
rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan HIV/AIDS 
e. Kekerasan Terhadap Perempuan 
 Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis, hal ini umum 
terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada 
rumah tangga yang monogami 
 Ada beberapa pengaruh negatif poligami terhadap isteri sebagai berikut: 
a.  Timbulnya rasa dengki dan permusuhan diantara para isteri, perasaan ini 
biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri, perasaan ini 
biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri dibandingkan dengan 
isteri yang lain atau karena kurang adanya keadilan akan tetapi hal ini jarang 
terjadi apabila suami dan isteri mengerti mengenai dan kewajibannya 
b.    Perasaan diatas juga biasanya terwarisi kepada anak-anak dari masing-masing   
isteri sehingga tidak mempunyai rasa persaudaraan  
c.   Timbulnya tekanan batin pada isteri pertama karena biasanya suami akan lebih 
mencintai isteri barunya, perasaan ini akan mengakibatkan isteri pertama 
merasa kurang bahagia dalam hidupnya 
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BAB DUA 
KETENTUAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG 
NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQIH MAZHAB 
    
2.1 Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami 
 Secara bahasa kata poligami berasal dari bahasa yunani yaitu ploy atau 
polus yang berarti banyak dan gamen atau gamos berarti kawin. Apabila 
perkataan ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang 
banyak atau lebih dari satu orang. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’addut 
al-zaujat yang berarti menikah lebih dari satu orang isteri atau berbilang isteri1, 
sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut juga dengan pemaduan yaitu 
sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa 
lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.2 
Secara istilah poligami juga merupakan seorang suami yang mempunyai 
beberapa orang isteri, dalam Undang-Undang perkawinan poligami diartikan 
sebagai seorang pria hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri, bagi seorang 
wanita seorang suami, dari ketentuan tersebut di atas dalam Undang-Undang 
perkawinan menganut azas monogami.3  
Adapun dasar hukum poligami dalam Islam antara lain sebagaimana yang di 
firmankan Allah dalam surat QS.Al-Nisa’:3, dan QS.Al-Nisa’:129. 
                                                     
1Supardi Mursalin, Menolak Poligami Studi Tentang Undang -Uundang Perkawinan dan 
Hukum Islam, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15. 
2Tihami, Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 351. 
3Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1999), hlm. 222. 
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                              
                             
      
   Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)        
perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka 
kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (maka 
kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.Al-
Nisa’:3)4 
                            
                        
   Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara dari (dari kecurangan) maka 
sesungguhnya Allah maha penyayang. (QS.Al-Nisa’:129)” 
Dalil di atas menurut Imam Syafi’i dipahami dengan adanya pembolehan 
dari Agama dan sebagai complement terhadap laki-laki sebagai suatu kelebihan 
yang kepada mereka dengan dibolehkannya mengawini perempuan lebih dari 
satu5, Perlu juga digaris bawahi bahwa ayat tersebut di atas tidak membuat suatu 
peraturan tentang poligami, karena poligami tersebut telah dikenal dan 
dilaksanakan oleh syariat dan adat istiadat sebelumnya dan ayat tersebut juga 
tidak berbicara tentang kewajiban atau harus berpoligami atau bahkan 
menganjurkannya, dalam ayat tersebut hanya dijelaskan tentang bolehnya 
                                                     
4Syahid Sayyid Qūth, Tafsir Fīzhīlalil Quran di Bawah Naungan Al-quran, Jilid 2, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 275.  
 5As syafi’i, al- uūm, Juz v, Beirut: Dār al kūtūb al ilmiah, 1993, hlm. 76. 
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poligami, itupun merupakan pintu darurat karena hanya bisa di lalui pada saat 
yang amat diperlukan, dengan syarat yang berat yaitu adil.6 
            Dari ayat di atas jelaslah kepada kita, bahwa Islam membenarkan 
poligami, apakah dua, tiga atau empat dengan syarat suami harus berlaku adil, 
baik yang berkaitan dengan nafkah batin maupun nafkah lahir. Tetapi jika seorang 
laki-laki atau suami tidak mampu melaksanakan keadaan tersebut maka Allah 
SWT mensyariatkan baginya kawin hanya satu saja. Allah SWT telah 
memberikan kebebasan  bagi seorang laki-laki berpoligami dengan syarat mampu 
memenuhi hak isteri yang telah digariskan oleh Agama Islam seperti yang 
dicontohkan Muhammad Rasulullah SAW dalam berpoligami seperti dalam 
sebuah riwayat dibawah ini yaitu:   
 نع  يرهز  نع رمعم نع ن ايم نب ييح انثدح ةبيش بىا نب ركب وبا انثدحع ةورع نا ةشئاع ن
7)هجام نبا هور( .هئ اسن ينب عرفا رفس اذا ناك ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر 
              Artinya: “Diberitahukan kepada kami oleh Abu Bakar Bin Abi Syaibah, diberitakan 
kepada kami oleh Yahya Bin Yaman dari Ma’mar dari Zuhri dari Urwah 
dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau hendak bepergian, 
beliau mengundi isteri-isterinya (HR. Ibnu Majah)” 
Rasulullah memang sangat adil dalam melayani isterinya dan beliau apabila 
bepergian akan mengundi giliran kepada isteri-isterinya agar siapa yang berhak 
ikut Rasulullah. Apabila tidak berlaku adil di antara isteri-isteri, maka pada hari 
kiamat ia akan berjalan miring 
ل تن اك نم :لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نا هنع الله يضر ةريره بىا نع ل اميف ن تا ارما ه
8)هجام نبا هور ( .لئام هخشو ةم ايقاا موي ءاج اهم دحا ئلا 
                                                     
 6M.quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai 
Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 162.  
7 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Pakis: Qāhirāh, 1998), hlm. 198. 
 8 Ibid., hlm. 199. 
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Artinya: “Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasul SAW bersabda: barang    
siapayang punya dua orang isteri lalu  berat kepada  salah salah satunya, maka 
ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring.  (HR.Ibnu Majah)” 
Jika seorang suami yang tidak berlaku adil kepada isterinya maka hari 
kiamat dia tidak seimbang dihadapan Allah waktu di perhitungkan amalannya, 
karena masa hidupnya dalam melayani isterinya berpihak pada satu orang isteri 
tidak semua isteri dilayani dengan baik. Islam membolehkan poligami itu 
merupakan suatu hal yang biasa terhadap wanita. Tetapi pada masa peminangan, 
wanita diberikan kebebasan penuh setuju atau tidak untuk menerima laki-laki 
yang telah beristeri tersebut mengawini dia. Ternyata dalam menentukan 
perkawinan bukan hak laki-laki semata di mana pihak wanita diberi kebebasan 
dari awal untuk berfikir secara matang, kalau ia tidak suka kepada pinangan itu, ia 
harus menolak secara baik. 
Dasar hukum Poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 3 pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang. 
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal suami 
hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud hanya 
memberi izin kepada suami apabila memenuhi syaratnya 
2.2 Sebab dan Tujuan Poligami  
1. Penyebab Terjadinya Poligami Menurut Hukum Islam   
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 Terjadinya poligami dalam kehidupan manusia disebabkan oleh beberapa 
sebab dan faktor yang kadang kala tidak bisa ditolak dan dihindarkan oleh 
seseorang untuk melaksanakan poligami. Adapun salah satu faktor penyebab 
terjadinya poligami dalam adalah adanya keizinan dari Allah SWT yang tertera 
dalam firmannya dalam surat QS.Al-Nisa’:3 yang sudah ada dihalaman 18. 
Selanjutnya pembolehan poligami dalam Islam adalah peri kemanusiaan dan 
kemaslahatan masyarakat dan bukan hawa nafsu belaka yaitu: 
a. Dalam keadaan darurat, umpamanya sesudah perang, jadi banyak orang 
laki-laki yang meninggal dan perempuan banyak yang janda 
b. Untuk membudaya terjadinya perkawinan 
c. Jika dapat berlaku adil dalam nafkah, cinta dan kasih sayang. 
 Maka salah satu sebab seseorang melakukan poligami dalam hidupnya, 
karena Islam membolehkannya walaupun tidak ada sebab lainnya yang harus 
mereka laksanakan poligami, yaitu berdasarkan ayat tersebut di atas yang 
merupakan pendorong poligami bagi orang-orang yang mau memenuhi kebutuhan 
dan kebahagiaan hidupnya yang ingin bersenang-senang dengan wanita-wanita 
yang telah dijadikan isterinya secara sah  dan halal digaulinya, supaya terhindar 
dari perzinaan yang diharamkan Allah SWT. Berdasarkan pada maksud ayat 
QS.Al-Nisa’:3 tersebutlah manusia berani melakukan poligami9, jika mereka di 
menghadapi masalah-masalah yang diinginkan oleh isterinya yang dinikahinya 
belum diperoleh sebagaimana yang diharapkan dari suatu tujuan perkawinan yang 
telah dilaksanakan, maka terjadilah poligami dalam kehidupan manusia 
                                                     
 9M.quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai 
Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, hlm. 64. 
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a. Memperbanyak Jumlah Keluarga (Keturunan) 
 Perkawinan suatu cara yang dapat di tempuh oleh manusia untuk 
meningkatkan jumlah anggota keluarganya, menurut hukum Islam juga di 
benarkan karena bertambah banyak jumlahnya akan bertambah kuat barisannya 
untuk melawan dan menentang musuh Agama serta lebih semaraknya lagi dalam 
melaksanakan syari’at Islam, bertambah banyaknya jumlah umat akan bertambah 
kuat pula berdirinya suatu Negara10 
 Kutipan di atas menunjukkan bahwa keluarga dan kebesarannya suatu 
negara terletak pada jumlah besarnya anggota keluarga, dalam arti anggota 
keluaga tersebut bukanlah anak-anak ataupun orang-orang yang tidak memiliki 
tanggung jawab dan yang rusak moralnya, tetapi sebaliknya yang sehat, punya 
tanggung jawab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menciptakan hidup 
yang bahagia, lebih sempurnanya lagi bila menjadi orang-orang yang ahli baik 
dibidang tradisional maupun teknologi 
b. Melindungi Janda-Janda 
 Janda-janda dan wanita wajib melindungi dari berbagai efek negatif yang 
dapat ditimbulkan dari pengaruh luar dan dalam, yaitu dengan adanya 
perlindungan dalam Agama para janda dan wanita yang melebihi jumlah laki-laki 
akan terpelihara dari pandangan dan perbuatan yang di larang dalam Agama. 
sebagaimana yang di praktekkan oleh Rasulullah SAW, setiap selesai peperangan 
yang prajurit nya menjadi syuhada serta meninggalkan isteri dan anak-anaknya, 
seperti beliau menikahi isterinya saudah, hal ini menunjukkan bahwa beliau 
                                                     
10Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian fikih nikah lengkap, hlm. 353. 
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menikahinya atas dasar memohon ridha Allah, serta melindungi, menghormati dan 
menghiburkan mereka dari kesedihan disebabkan di tinggal suami, atau yang 
belum pernah punya suami sama sekali sedangkan usianya telah lanjut sesuai 
dengan firman Allah QS.Al-Nuur: 32 
                             
                    
artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha 
luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.(QS.Al-Nuur: 32)”11 
 
 Poligami dalam hal tersebut memang suatu cara yang dapat ditempuh oleh 
ummat Islam untuk memperoleh isteri yang sah dan sekaligus menghindari dari 
perbuatan keji, sebab janda-janda dan wanita sangat membutuhkan kepada 
perlindungan dan pendidikan serta bimbingan yang terus menerus dari pihak lain, 
maka untuk itu tiada cara lain kecuali: mengawini mereka, di samping juga untuk 
menggantikan jiwa yang telah tiada 
 Poligami di samping untuk mengurusi janda-janda yang telah meninggal 
suami juga dapat dijadikan suatu cara untuk menambah jiwa yang telah tiada, 
sebab dengan perkawinan keturunan akan mudah dan cepat diperoleh suami isteri 
yang sehat lahir dan batin 
c. Kesanggupan Laki-Laki Berketurunan Lebih Besar Dari Perempuann 
                                                     
11Syahid Sayyid Qūth, Tafsir Fīzhīlalil Quran di Bawah Naungan Al-quran, Jilid 2, hlm. 
280. 
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 Kaum Adam yang sifatnya kuat, kekar dan tegar mempunyai kelebihan 
tersendiri secara alamiah diciptakan oleh Allah SWT, maka dalam ajarannya pun 
memberikan keadilan agar segala yang telah tercipta tersalur sebagaimana 
mestinya, yaitu laki-laki punya kesanggupan untuk berketurunan yang lebih besar 
dari pada perempuan , maka turunlah perintah memperoleh poligami dalam waktu 
bersamaan dari satu orang isteri sampai empat orang isteri itupun tidak boleh 
terlepas dari keadilan yang harus dipenuhi kepada  tiap-tiap isteri yang masih ada 
ikatan pernikahan menurut kesanggupan yang dimilikinya12 
 Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari 
perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh 
sampai usia tua, sedangkan perempuan dalam masa haidh itu datang setiap bulan, 
sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan, ketetapan serta 
keputusannya, yang memang nampak jelas kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, 
laki-laki punya kemampuan, kekuatan mengusai, melindungi dan memberi 
kepuasan nafsu seksual kepada wanita sebagai makhluk yang lemah dari segi 
lahiriyahnya. Poligami juga dapat dijadikan salah satu cara menyalurkan nafsu 
dan kebutuhan batin bagi kaum laki-laki secara sah dan diridhai oleh Allah SWT, 
di samping itu untuk menjaga kehormatan serta norma yang berlaku dalam 
kehidupan manusia yang beriman dan bertaqwa kepadanya 
d. Mandul dan Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh 
 Secara umum motivasi suami ingin berpoligami adalah motivasi 
regenerasi, motivasi ini untuk memperoleh keturunan, karena isterinya yang sudah 
                                                     
12Muhammad Haitsam Al-khayyath, Problematika Muslimah di Era Modern, (Jakarta: 
Erlangga, 2006). hlm. 230. 
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ada tidak dapat melahirkan keturunan, karena isterinya yang sudah tidak dapat 
melahirkan keturunan disebabkan mandul atau sakit yang tidak ada harapan untuk 
sembuh lagi, sedangkan suami tersebut sangat mendambakan kehadiran anak-
anaknya di dalam keluarga mereka 
 Jelasnya jika isteri yang telah dinikahinaya mandul atau sakit yang tidak 
ada harapan sembuh, maka poligami sebagai jalan keluarnya dari masalah 
tersebut, dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari isteri-isteri mudanya 
kelak sesudah dinikahinya. hukum Islam dengan segala kemudahan memberi 
kesempatan bagi suami yang ingin punya keturunan tetapi belum diperoleh dari 
isteri-isterinya karena mandul atau sebab lainnya, dengan syarat tidak bertujuan 
menyakiti isteri-isteri yang tidak dapat memberikan kepuasan dan keturunan 
kepadanya 
 2. Penyebab terjadinya poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 
 Sebab-sebab dibenarkan poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 
1974 juga sebahagian sebab-sebab yang terdapat dalam hukum Islam, 
sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bab 1 pasal 4 
ayat 2, tentang dasar-dasar perkawinan. Pengadilan akan memberikan izin untuk 
melakukan poligami berdasarkan atas13 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri 
b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan14 
                                                     
13Murtadha Mutaharri, Duduk Perkara Poligami, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 59. 
 
 14zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 
47. 
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c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan15 
Seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan dengan isteri 
kedua atau selanjutnya, akan diberi izin oleh pengadilan di mana ia bertempat 
tinggal, apabila telah diajukan permohonan. Dan pihak pengadilan akan memberi 
izin poligami bila isteri-isteri yang dinikahinya memiliki sebab-sebab tertentu 
yang tidak memungkinkan lagi meneruskan perkawinan secara baik sebagaimana 
mestinya. 
 Adapun sebab-sebab diperbolehkan poligami menurut Undang-Undang No 
1 Tahun 1974, di mana bila seseorang isteri yang sakitnya tidak bisa di 
sembuhkan, cacat, mandul dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, yang 
salah satu di antara sebab-sebab di atas dimilikinya, pihak pengadilan akan 
memberi kebebasan atau izin untuk melaksanakan poligami, Sesuatu perbuatan 
baru boleh  dilakukan apabila ada sebab-sebabnya seperti poligami jika tidak ada 
sebab-sebab dalam Undang-Undang hukum perkawinan tidak diizinkan poligami, 
juga hal ini bertujuan mensejahterakan kehidupan rumah tangga dengan seorang 
isteri dan beberapa orang anak kalau poligami sudah dilaksanakan pasti 
bertambah pula anak keturunannya, yang akibatnya tanggung jawab harus 
bertambah pula16 
 Dalam Undang-Undang perkawinan jika ke tiga sebab di atas tidak 
dimiliki oleh isteri-isteri yang telah dinikahinya maka sangat dilarang poligami, 
dan pihak pengadilan setempat tidak akan memberi izin kepada laki-laki tersebut, 
                                                     
 15Asni, Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama 
Republik Indonesia, 2012), hlm. 216. 
 
 16Nursyam, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Pusat: Kementerian Republik 
Indonesia), hlm. 216. 
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jadi jika hanya dorongan nafsu seksual yang walaupun merupakan fitrah bagi laki-
laki melebihi wanita sedapatnya harus ditahan supaya jangan sampai terjadi hal-
hal yang di larang agama dan norma manusia yang bermoral 
 Larangan poligami bagi yang tidak ada sebab suatu peraturan yang telah di 
undangkan dalam hukum perkawinan, demi untuk membatasi laki-laki dari sifat 
ingin memiliki dan menguasai wanita sebanyak-sebanyaknya yang akhirnya di 
jadikan tempat si laki-laki bersenang-senang, sedang pihak wanita yang akan 
menanggung kesengsaraan akibat ada yang kurang diperhatikan 
Di antara tujuan poligami adalah sebagai berikut17 
a. Tujuan Karena Kekayaan  
  Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini wanita karena kekayaan, 
wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan  orang kaya. 
Pertimbangan  ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar yang 
dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga walaupun belum tentu sesudah menikah 
mereka bertambah kekayaannya karena seorang laki-laki pun sangat memandang 
harta kekayaan perempuan sehingga dia mau menikahi perempuan yang akan 
dinikahinya. 
b. Tujuan Karena Keturunan dan Status Sosial 
 Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari keluarga 
atau kaya tetapi hanya karena hanya semata-mata keturunan yang berdarah 
bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang Ulama 
                                                     
17 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, (Jogjakarta: al-Kautsar, 1990), hlm. 181-183. 
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tertarik kepada putri Ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama 
keturunan Ulama. 
c. Tujuan Karena kecantikan  
Kebanyakan laki-laki tertarik  kepada wanita bukan karena kekayaan, 
bukan lantaran keturunannya, bukan lantaran kepribadiannya, tetapi tertarik 
karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang 
oleh Allah dihiasi dengan rasa senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada 
wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis. Wanita itu memiliki 
daya pengikat yang sangat luar biasa kepada laki-laki sehingga laki-laki ingin 
memilikinya  
2.3 Syarat-Syarat Poligami  
Para ulama fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri itu ialah adil dalam 
hal memberikan nafkah hidup mereka, selain makan dan berpendapat bahwa adil 
yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain mengenai hal-hal di atas, 
meliputi juga adil dalam pembagian waktu dan menggiliri isteri-isterinya.18 
Ahmad syalabi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syarat dalam 
poligami tidak saja terhadap isteri-isteri, tetapi juga keadilan terhadap dirinya (diri 
suami itu sendiri) dan terhadap anak-anak, sebab perintah berlaku adil menurut 
ayat itu adalah umum dan mutlak, tidak ditentukan hanya terbatas pada isteri-isteri 
saja. 
Paparan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa poligami dalam Islam 
sangat berbeda sekali dengan poligami yang dipraktekkan sebelum Islam. Islam 
                                                     
 18M.Quraish Shihab, Tafsir-al-misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 339. 
 
26 
 
membatasi jumlah isteri yang boleh dikawini sampai dengan empat, di samping 
itu syarat untuk berpoligami tersebut adalah berlaku adil dalam arti yang luas 
yang tidak sembarang orang dapat memenuhi nya, dengan persyaratan ini 
penganiayaan terhadap wanita dan anak-anaknya, sebagaimana yang pernah 
terjadi sebelum nya, dapat dihindari 
Seiring dengan perkembangan terahir ini, praktik poligami terus dikurangi 
dan dibatasi hampir semua Negara-Negara Islam di dunia, baik dengan larangan 
secara hukum ataupun tidak, di dalam Undang-Undang Mesir tidak ada seorang 
suami pun yang diperbolehkan mempunyai isteri-isteri lain, kecuali atas izin dari 
isteri-isteri nya yang lain.19 
Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1. Punya Kemampuan Lahir dan Batin 
Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan bathiniah 
isteri dan  menjaga  kehormatan mereka, hal ini bertujuan agar isteri-isterinya itu 
terhindar dari kenistaan dan kerusakan karena Allah tidak menyukai kerusakan, 
dan juga memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah lahiriyah dan bathiniyah 
kepada mereka. Barang siapa yang tidak mampu menafkahi kepada isteri 
selanjutnya, maka ia tidak dibolehkan poligami, apabila ia menambahkan isteri 
lagi maka ia akan berdosa karena seorang suami benar-benar seorang kepala 
rumah tangga yang harus sanggup menafkahinya semua. 
                                                     
19Hasan saleh, Asas Keluarga Islam , Bahasa Empat Mazhab: Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan 
Hambali, (Kuala Lumpur: Maziza, 1992), hlm. 173. 
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Mampu memberi nafkah hidup secara sama dan adil, karena dalam hukum 
Islam selalu diajarkan, apabila berpoligami, si suami harus mampu dan berniat 
sunggu-sungguh untuk memperlakukan semua isterinya secara sama dan 
sepantasnya, mampu di sini berarti bahwa kepada masing-masing isteri harus 
diberi nafkah yang pantas dan kecintaan yang layak dengan tiada perbedaan 
sedikitpun. 
Diberikan kebebasan berpoligami dalam ajaran Islam tidak juga terlepas 
dari syarat-syaratnya, dan ketentuan-ketentuannya, karena poligami itu bukanlah 
suatu hal yang dianggap baik bagi si pelakunya, namun efeknya terhadap pihak 
lain yang disebabkan ketidak mampuannya akan dapat dirasakan oleh isteri-isteri 
dan anak-anaknya, syarat mutlak dalam hukum Islam bagi yang berpoligami dapat 
atau mampu berlaku adil dalam segala hal baik nafkah lahir maupun batin sesuai 
dengan firman Allah QS.Al-Nisa’: 3.20 
Selain dari mampu adil, juga harus ada syarat lainnya yang dibenarkan bagi 
laki-laki berpoligami, hal ini secara khusus sama dengan syarat-syarat dan 
perkawinan biasa, di antaranya wanita tersebut halal dinikahinya dan tidak terikat 
kepada keturunan sendiri sesusuan ataupun juga tidak ada hubungan perkawinan, 
serta dua orang saksi ijab qabul (aqad nikah). apabila ketiga tersebut di atas belum 
terpenuhi, terutama bila yang menyangkut keadilan dan kemampuan Allah SWT 
sangat melarangnya 
Perlakuan yang sama antara isteri-isteri dalam segala kebutuhan hidup suatu 
anjuran yang wajib dipenuhi bagi laki-laki yang berpoligami, dengan tidak 
                                                     
20Abu Malek Kamal Bin Sayyid Salim, Fiqh Sunnah Untuk Wanita, Cet 1, (Jakarta: Al-
Itishom Cahaya Ummat, 2007), hlm. 729-733. 
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membedakan antara satu isteri dengan isteri lainnya dikarenakan berbeda latar 
belakang kehidupannya, sehingga keadilan dapat dirasakan bersama dari suami 
mereka, dengan adanya kewajiban yang tidak boleh berbeda satu sama lainnya, 
supaya benar-benar keadilan dapat ditemui oleh mereka yang ada hubungan 
dengan mereka, juga agar sesuai dengan prinsip Islam yang manusia itu semuanya 
sama derajatnya disisi Allah kelak. 
2. Tidak Melebihi Empat Orang Isteri 
Islam membolehkan laki-laki beristeri sebanyak empat orang, supaya 
janda-janda dan wanita yatim serta lemah mendapat bantuan dari suaminya, 
walaupun berada dalam satu ikatan seorang suami dari isteri-istri yang banyak, 
dengan syarat punya tujuan untuk meneruskan keturunan yang suci, membentuk 
umat yang damai dan tentram sekalipun dalam keluarga yang besar di dalamnya 
terdapat anak-anak yang berlainan ibu antara satu dengan yang lainnya, dapat 
memberi nafkah dengan adil menjadikan kehidupan mereka aman dan tentram 
Akan tetapi jika seoarang laki-laki tidak sanggup menjalankan ketentuan 
secara adil, maka akibat yang diterima dan dirasakan di dunia akhirat akan lain 
yang di harapkan. Untuk itulah syarat keadilan menjadi faktor utama yang 
menjadikan syarat dibolehkan poligami di samping lain-lainya 
Seorang laki-laki tidak boleh mempersunting wanita yang kelima, pada 
waktu yang bersamaan dia telah mempunyai empat orang isteri. Seorang isteri 
tidak boleh menuntut suaminya agar menceraikan madunya, supaya dia menjadi 
isteri satu-satunya dan juga dalam Islam tidak boleh menikah lebih dari empat 
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orang isteri karena sudah ada ketentuan hukumnya yaitu dalam QS.Al-Nisa:3 Dan 
yang hanya boleh menikah lebih dari empar orang isteri hanya Rasulullah SAW. 
3. Dilandasi Dengan Keadilan  
Seoarang suami mampu berbuat adil kepada semua isterinya dalam segala 
hal di bidang lahiriyah dan bathiniah seperti nafkah makanan, pakaian, tempat 
tinggal, termasuk juga dalam berbagai malam.21 Dan juga mampu menjaga diri 
untuk tidak terpedaya dengan isteri-isterinya dan tidak meniggalkan kewajiban 
yang Allah berikan dikarenakan isteri-isteri tersebut. Maksudnya kadang kala 
isteri dapat menjerumuskan suami untuk melakukan yang di larang Allah dan 
meniggalkan yang diwajibkan Allah. 
Keadilan bagi laki-laki yang berpoligami, sangat di tuntut terutama yang 
berhubungan dengan lahiriah dan yang bersifat materi, karena yang demikian 
dapat dipenuhi bila seseorang memiliki kemampuan dan kesadaran akan tanggung 
jawabnaya, akan tetapi mengenai cinta dan kasih sayang itu memang tidak 
seorangpun akan dapat atau mampu memenuhinya, sebab hal tersebut adalah 
milik Allah SWT, jadi bagi isteri-isteripun  supaya dapat memahami jika mereka 
berada di antara suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu 
yang sama 
Bagi laki-laki yang berpoligami berkewajiban memenuhi segala keperluan 
isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan tanggung jawabnya secara 
sama, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan kemampuannya, hal 
ini sesuai dengan kutipan di atas, bahwa Rasulullah SAW sendiri dalam 
                                                     
21Ibid., hlm. 729-733. 
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memenuhi kewajibannya kepada isteri-isterinya selalu merasa bahwa beliau tidak 
mampu melaksanakannya sesuai dengan tuntutan  syariat, sehingga setiap saat 
beliau menunaikan kewajiban terutama sekali dalam hal yang bukan masalah 
materi, beliau tidak pernah lupa memohon keridhaan Allah SWT  
Rasulullah SAW saat menunaikan kewajiban terhadap isteri-isterinya yang 
jumlahnya lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Rasulullah SAW 
dalam memenuhi kewajiban serta hubungannya dengan para isterinya yang 
umumnya terdiri dari janda-janda yang di tinggal mati suami mereka, telah 
berlaku adil dan bijaksana, baik dalam memberi nafkah, kediaman serta giliran 
bermalam22 
Kriteria keadilan dalam poligami memang sangat baik bila di tinjau dari 
kehidupan manusia jika mengalami sesuatu sebab baik yang dipengaruhi oleh 
dirinya sendirinya sendiri maupun dari pihak lain. Dengan adanya poligami 
terlepaslah manusia dari perbuatan zina dan keturunan yang tidak sah, sekalipun 
dengan adanya poligami dapat memberi dua alternatif baik atau buruk yang di 
rasakan oleh salah satu pihak akan jika poligami tidak diizinkan kemungkinan 
seseorang laki-laki yang tidak dapat menahan nafsunya akan timbul berbagai 
macam  pergeseran moral dan kehidupan masyarakat, maka poligami yang di 
lakukan dengan cara yang adil akan menimbulkan efek yang baik antara sesama 
isteri yang telah dinikahinya 
Keadilan dalam poligami akan dirasakan kaum laki-laki suatu nikmat dan 
rahmat Allah yang tidak diizinkan kepada perempuan. tetapi bila mereka 
                                                     
22Muhammad Mutawalli Asy-sya’rawi, Fikih Wanita, cet 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006), hlm. 155. 
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membutuhnya, namun nafsu yang sangat besar, maka hampir setiap laki-laki 
mempunyai minat untuk beristeri lebih dari satu, tetapi karena takut kepada tidak 
dapat berlaku adil, maka terbataslah poligami yang terjadi dalam kehidupan 
manusia, walaupun ada hanya sebahagian kecil.23 
Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan 
terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut 
1.  Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus  dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
 a.  Adanya persetujuan dari isteri-isteri24 
     b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan  
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka. 
2. Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan  
bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin diminta 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan agama 
 
                                                     
23Ibid., hlm. 156. 
24Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 247 
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2.4 Hukum Poligami dan Akibatnya 
Dalam kajian mazhab Syafi’i poligami adalah masalah yang telah final 
hukumnya, status hukum poligami dalam mazhab Syafi’i berada pada posisi 
mubah, sesuai dengan analisa Mazhab terhadap kehendak dari pada nash yang 
menjelaskan tentang kebolehan poligami, kebolehan berpoligami menurut 
Mazhab ini tidak terlepas dari pada contoh yang ditirukan oleh Rasulullah dalam 
kehidupannya sekalipun Rasulullah mengawini sembilan perempuan yang 
melebihi dari empat. Syafi’i mengemukakan kebolehan poligami dengan dalil 
QS.Al-Nisa’:325  
Menurut Wahbah az-zuhaili seseorang boleh berpoligami tidak perlu 
persetujuan dari isteri artinya jika suami ingin menikah lagi tidak perlu minta izin 
dari isteri karena poligami tersebut merupakan hukum dari Allah asal dengan  
berlaku adil. Muncul berbagai seruan yang baru dizaman sekarang ini yang 
melarang praktik poligami, kecuali dengan izin qadhi, untuk menegaskan 
terwujudnya apa yang disyaratkan oleh syariat untuk membolehkan poligami, 
yaitu keadilan para isteri, serta kemampuan untuk memberi nafkah karena 
manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk 
pembolehan poligami yang diizinkan oleh syariat untuk tujuan kemanusiaan yang 
mulia 
Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami, 
memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang pria apabila 
                                                     
 25As syafi’i, al- uūm, Juz v, Beirut: Dār al kūtūb al ilmiah, 1993, hlm. 76. 
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mau melakukan poligami, salah satu ketentuan yang tertuang dalam QS.Al-Nisa’: 
129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 
ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami, baik untuk sang 
pria maupun pihak perempuan dari beberapa penelitian telah ditemukan bahwa 
praktek poligami memang menghasilkan berbagai dampak, baik positif maupun 
negatif26 
  Poligami akan lebih banyak menghasilkan keuntungan pada pihak laki-
laki dibandingkan pada perempuan, salah satunya adalah dapat mengikatkan 
prestise dihadapan masyarakat karena mempunyai banyak isteri, sedangkan pihak 
isteri lebih sering mendapatkan dampak negatif dari pernikahan poligami, 
beberapa kerugian bagi pihak perempuan adalah pagi para isteri yang tinggal 
serumah dapat kehilangan privasi masing-masing, selain itu mereka juga harus 
berbagi wilayah domestik yang biasanya dipahami sebagai ranah perempuan, 
seperti dapur. Adapun bagi para isteri yang tinggal di tempat yang berbeda dapat 
menyebabkans tekanan-tekanan kepribadian, seperti cemburu, konflik 
kepribadian, kompetetisi, dan ketidak senangan anak terhadap ibu yang berbeda 
 Ada beberapa dampak dari poligami terhadap seorang isteri sebagai mana 
yang terdapat dalam poin-poin sebagai berikut:27 
a. Dampak Psikologis 
                                                     
 26Mahmud Mahdi al-istambuli dan Mustafa Abu Nasr as-syalābi, Wanita-Wanita 
Sholihah Dalam Cahaya Kenabian, (Yogyakarta:Mitra Pustaka,2002), hlm. 369.  
 27Diakses melalui http://mr-cor3. blog spot.co.id/2012/01/dampak positif-dan-negatif 
melakukan.html, tanggal 1 februari 2016. 
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 Perasaan inferior isteri menyalahkan diri karena merasa tindakan suami 
berpoligami adalah akibat dari ketidak mampuan dirinya memenuhi kebutuhan 
biologis suami  
b. Dampak Ekonomi Rumah Tangga 
 Ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun ada beberapa 
suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktinya 
lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingakan isteri muda dan 
menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu akibatnya isteri yang tidak 
memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari 
c. Dampak Hukum  
 Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan 
pada kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan 
dianggap tidak sah oleh Negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut 
Agama, pihak peempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan 
dianggap tidak sah, seperti hak waris dan sebagainya 
d. Dampak Kesehatan  
 Kebisaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau isteri menjadi 
rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan HIV/AIDS 
e. Kekerasan Terhadap Perempuan 
 Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis, hal ini umum 
terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada 
rumah tangga yang monogami 
 Ada beberapa pengaruh negatif poligami terhadap isteri sebagai berikut: 
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a.  Timbulnya rasa dengki dan permusuhan diantara para isteri, perasaan ini 
biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri, perasaan ini 
biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu isteri di bandingkan 
dengan isteri yang lain atau karena kurang adanya keadilan akan tetapi hal ini 
jarang terjadi apabila suami dan isteri mengerti mengenai dan kewajibannya 
b.   Perasaan di atas juga biasanya terwarisi kepada anak-anak dari masing-masing   
isteri sehingga tidak mempunyai rasa persaudaraan  
c.   Timbulnya tekanan batin pada isteri pertama karena biasanya suami akan lebih 
mencintai isteri barunya, perasaan ini akan mengakibatkan isteri pertama 
merasa kurang bahagia dalam hidupnya 
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BAB TIGA 
ANALISA PERBANDINGAN TERHADAP LEGALITAS IZIN 
POLIGAMI 
3.1 Dilihat Dari Sudut Alasan dan Tujuan Poligami 
 Poligami merupakan suatu konstruksi sosial budaya dalam institusi rumah 
tangga yang telah terbentuk lama. Indonesia merupakan salah satu Negara yang 
membolehkan poligami berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.1 Yang menyebutkan bahwa seorang suami boleh melakukan perkawinan 
dengan wanita lain jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.  
 Di samping itu peraturan PP No 45 tahun 1990 sebagai revisi dari PP No 10 
tahun 1983 tentang izin perceraian dan perkawinanan lagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, seperti 
yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun 
dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami di 
benarkan.  
 Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan, Pengadilan dapat memberi izin kepada 
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa asas yang dianut oleh 
Undang-Undang perkawinan bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas 
monogami terbuka, di mana poligami ditempatkan pada posisi hukum darurat 
                                                          
 1Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47. 
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(emergency law). Klausul pembolehan poligami ini sebenarnya adalah pengecualian 
oleh karena itu dalam pasal-pasal tersebut terdapat alasan serta syarat-syarat 
ketentuan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dikatakan seorang suami yang 
akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai istri, istri mendapat cacat badan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.  
 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan 
yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan 
sebuah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah 
SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di 
Indonesia, termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. 
Regulasi tersebut, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sipil. 
Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme 
poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan 
dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan 
dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan 
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tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya 
poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain 
sebagai berikut:  
Pasal 4 
 Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang   
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:  
 a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.2 
b. Isteri mendapat cacat badan atau p enyakit yang tidak dapat disembuhkan.  
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 3 
 Alasan-alasan poligami pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang. No. 1 Tahun 
1974 merupakan alasan-alasan yang bersifat alternatif. Artinya, bagi seseorang suami 
yang akan melakukan poligami, dapat diizinkan dengan dasar alasan-alasan tersebut 
atau salah satu dari ketiga alasan. Jika ketiga alasan tersebut justru terpenuhi, maka 
alasan yang menjadi dasar seorang suami melakukan poligami semakin kuat. Namun, 
jika seseorang mengajukan permohonan izin poligami hanya dapat memenuhi satu 
alasan, maka hal tersebut tetap dan dianggap sudah memenuhi aturan pada pasal 4 
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.  
 Syariat Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang 
tanpa izin isteri pertama asalkan wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya baik dalam 
                                                          
 2Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (jakarta: PT Raja 
Grafindo, hlm. 273.  
 3Ibid., hlm. 47. 
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urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, dan juga dalam membagi giliran  secara adil 
dan merata tanpa pilih kasih. Mereka juga wajib berlaku adil dalam hal kebendaan 
tidak boleh membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, dan yang 
berasal dari keturunan tinggi dengan keturunan yang rendah.4 Bila suami khawatir 
berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia di 
haramkan berpoligami, bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya juga 
seterusnya sampai batasannya empat orang isteri.5 
 Ketentuan dan dasar pokok hukum poligami yaitu dalam Al-Quranul karim 
dan hadis-hadis Nabi namun bila dikaitkan antara QS.Al-Nisa’: 3 dengan ayat QS.Al-
Nisa’: 129 maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk 
melakukan poligami sangatlah berat, karena mengingat ia harus berlaku adil, 
mendapatkan izin  dari isteri pertama jika ingin menikah lagi, jumlah isteri tidak 
boleh lebih dari empat orang, dan tidak boleh dengan wanita yang mempunyai 
hubungan darah, dan tidak mempunyai maksud untuk mempermainkan di antara 
syarat-syarat tersebut, dan yang paling berat di antara beberapa syarat yang tersebut 
di atas adalah syarat yang pertama harus berlaku adil kepada ister-isteri. Sebenarnya 
kebolehan poligami tersebut tidaklah sama sekali menunjukkan bahwa poligami 
tersebut merupakan prinsip dalam perkawinan Islam.6 
                                                          
 4Syaikh Hasan Ayyub, Figh Keluarga, Jakarta: al-Kautsar, 2010), hlm. 213. 
 5Tihami dan Sohani Sahrani, Fiqh Munakahat, hlm. 362. 
 6Tarmizi M.Jakfar, Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia, 
(Banda Aceh: CV Citra Kreasi Utama, 2007), hlm. 77. 
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 Abubakar bin araby mengatakan dalam buku fikih munakahat bahwa memang 
benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab 
cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak balikkannya 
menurut kehendak Nya. Begitu juga dengan bersetubuh terkadang ia bergairah 
dengan isteri yang satu, tetapi tidak begitu juga dengan isteri lainnya dalam hal ini 
apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dalam dosa karena berada diluar 
kemampuannya, oleh karena itu ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya. Ulama-
ulama tafsir membolehkan tidak berlaku adil dalam hal-hal yang sifatnya bathiniyah, 
seperti rasa cinta dan kecondongan hati seseorangsuami karena hal ini memang tidak 
mampu dilakukan oleh manusia, sesuai dengan pengakuan Rasulullah SAW sendiri 
yang terdapat dalam riwayat.7 
 Aisyah r.a berkata: 
لوسر ناك ف كلما اميف ىمسق ازه مهللا :لقيو لدعيف مسقي ملسو هيلع الله لص لله اميف نىملت لا
8)ةمج نبا هور( بلقلا نىعي دواد وبا لق كلما لاو كلاتم 
Artinya: “Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama isterinya dengan 
adil dan beliau pernah berkata: ya Allah ini bagianku yang dapat aku 
kerjakan karena itu jangankah engkau mencelaku tentang apa yang 
engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya abu Daud berkata 
bahwa yang dimaksud dengan engkau tetapi aku tidak menguasainya, 
yaitu hati. (HR.Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah)” 
Menurut Al-khatabi hadis tersebut di atas sebagai penguat kewajiban 
melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh 
                                                          
 7Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali  Pres, 2008), 
hlm. 331. 
8 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, hlm. 198. 
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bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi 
tidak dilarang untuk lebih mencintainya perempuan yang satu dari pada lainnya. 
 Didalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang 
isteri yang memiliki banyak suami (poliandri), gabungan antara poligami dan 
poliandri serta seorang suami yang memiliki banyak isteri (poligami). Di samping itu 
ada peraturan suami isteri tunggal (monogami). Islam tidak melarang umatnya untuk 
berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam 
membatasi dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam QS.Al-Nisa’: 3 dengan 
cara membatasinya cukup dengan empat perempuan saja dimana sebelum Islam 
datang tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi.9 
 Dikarenakan berlaku adil itu tidak dapat dimungkinkan, maka seorang harus 
membatasi dirinya dengan monogami (beristeri seorang saja). Apa yang mereka 
tinjau dalam kenyataannya bahwa berlaku adil dalam hal kediaman, makanan dan 
pakaian, merupakan suatu pengertian relative akan berbeda pada orang perorangan 
dan antara satu Negeri lainnya, sesuai dengan standar perekonomian masyarakat 
tersebut. Apa yang mereka perlu berikan di Negeri Eropa dalam hal makanan, 
pakaian dan kediaman tidak akan dapat di terapkan dibeberapa Negeri tertentu di 
Asia dan Afrika di mana standar biaya hidup jauh  lebih rendah. 
 Akibat dari masa penjajahan atas Negeri-Negeri Muslim sangalah besar 
sehingga mereka mengubah hukum status perorangannya serta memaksakan 
                                                          
9Hasan Shaleh, Asas Keluarga Islam, Bahasan Empat Mazhab: Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan 
Hambali, Cet, Pertama ( Kuala Lumpur: Maziza Sdn Bhd, 1992 ), hlm. 173. 
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pembatasan-pembatasan pada suami yang mengawini lebih dari seorang isteri. Usaha 
pertama dari pembatasan ini dilakukan oleh syiria pada 1953. Hukum Syiria tentang 
status perorangan (dekrit No. 59) tahun 1953 menyatakan hakim berhak menolak izin 
seorang lelaki yang telah menikahi untuk mengawini wanita lain bila ternyata dia 
tidak mampu untuk menafkahi dua orang isteri. Di sini ditetapkan terlarangnya 
menikahi isteri tambahan jika mereka tidak mampu membiayai. Dalam hal ni para 
ahli hukum Syiria, yang telah dilatih di Negeri-Negeri barat, mempertahankan bahwa 
syarat yang ditetapkan QS.Al-Nisa’:3 harus dipandang sebagai persyaratan hukum 
positif yang mendahului untuk melakukan poligami serta dipaksakan sedemikian rupa 
oleh pengadilan bahwa hal-hal yang menjurus pada kesewenang-wenangan harus 
ditutup.  
Mereka menetapkan suami yang ingin kawin lagi harus memperoleh izin 
pengadilan.10 Alasan izin poligami yang di atur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bersifat fakultatif, artinya jika salah satu 
persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin. 
 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, suami harus memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Yaitu harus adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami 
                                                          
 10Ibid., hlm. 174. 
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mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, 
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 
mereka.11 Dan alasan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) ini bersifat kumulatif, 
artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua 
persyaratan telah terpenuhi. Hal ini serupa dengan apa yang diatur dalam PP No 45 
tahun 1990 amandemen dari PP No 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan 
Perceraian bagi para pegawai sipil.12 
 Poligami bagi pegawai sipil diatur sangat ketat sebagaimana dijelaskan dalam 
pasal 11 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan 
beristeri lebih dari seorang wajib meminta izin terlebih dahulu kepada kepala pejabat 
yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan sempit dan ketatnya aturan poligami di 
Negara kita yang kontradiksi dengan praktek yang terjadi di lapangan, poligami 
marak dan sepertinya mudah sekali dilakukan, dengan melihat banyaknya kasus izin 
poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan. Sebagai perbandingan dengan Negara 
Muslim lainnya. Negara Tunisia, Turki, Uzbekistan dan Tajikistan melarang poligami 
secara mutlak. Tunisia melarang poligami sejak tahun 1958. sosial, maka sudah 
saatnya pemerintah melangkah secara progresif untuk menangani persoalan ini, dan 
hukum Islam yang lebih berpihak pada perempuan sudah seharusnya diterapkan di 
Indonesia melalui paying hukum berupa Undang-Undang. Sebagaimana diterangkan 
dalam kaidah fikih “addhararu yuzāal” kerusakan harus dihilangkan dan “dar‘ul 
                                                          
 11Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Pena Pundi Aksara, 
1989), hlm. 37. 
 12Ahmad  Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 58. 
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mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashālih” (mengantisipasi atau menolak terjadinya 
kerusakan harus lebih diutamakan dari pada megambil kemashlahatan). “tashārruf al-
imam ‘ala ar-rai’iyyāh manuthun bi al-mashlahah.” Tindakan pemerintah terhadap 
rakyatnya diletakan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat (kebaikan dan 
kesejahteraan sosial).  Menurut Imam Asy-Syafi’i, kaidah ini berbunyi “manzilah al-
imam min ar-ra’iyyāh manzilah al-waliy min al-yatim” kedudukan pemerintah 
terhadap rakyatnya adalah sama dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. 
Sehingga Muhamad Abduh mengapresiasikan pendapatnya bahwa hakim 
(pengadilan) boleh menolak poligami atau boleh bagi orang alim untuk menolak 
poligami secara mutlak karena mempertimbangkan mayoritas. Berbicara masalah 
poligami, yang sering kali dikaji dan dibahas selalu aspek keagamaan yang di 
munculkan sebagai payung boleh tidaknya poligami. Namun jarang sekali 
mengkajinya dari aspek lain seperti dari aspek sosiologi, psikologi, atau dari aspek 
ekonomi serta pengaruhnya terhadap institusi keluarga dan sistem perundang-
undangan yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi rumah tangga berkenaan hak 
waris misalnya. Dengan begitu kajian mengenai poligami ini akan lebih baik jika 
dikaitkan dengan perencanaan kebijakan terutama kebijakan terhadap istri-istri dan 
anak-anak yang dihasilkan.13 
Dalam masyarakat yang lebih maju akan sosial ekonomi lebih banyak 
melakukan poligami atau lebih banyak terjadinya monogami serial, dimana 
perceraian seringkali terjadi. Namun demikian tidak berarti masyarakat tradisional 
                                                          
 13Ibid., hlm. 59. 
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tidak atau jarang akan praktek poligami ini, dalam masyarakat tradisionil kekuasaan 
status sosial laki-laki menentukan jumlah isteri yang dimiliki. Banyak orang tua yang 
rela bahkan menawarkan anak perempuannya untuk di peristri oleh laki-laki yang 
berkuasa padahal ia telah memiliki isteri untukmendapatkan status sosial yang tinggi. 
Hal ini nampaknya juga terjadi pada masyarakat modern meskipun dalam prakteknya 
berbeda yakni perkawinan dilakukan di bawah tangan.  
 Poligami dari aspek ekonomi, Faktor penyebab lain dalam poligami adalah 
kemapanan dalam ekonomi. Di mana laki-laki yang mapan secara ekonomi menjalani 
poligami juga sebagai salah satu simbol kesuksesan bagi laki-laki tersebut. Praktek 
poligami marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar. Dalam 
prakteknya,tidak sedikit kita jumpai suami ketika telah menikah dengan isteri 
keduanya dia melalaikan atau tidak mengindahkan aturan untuk adil dalam memenuhi 
kebutuhannya 
 Poligami dalam perspektif Demografi Secara demografi, perkawinan poligami 
harus dilihat dalam konteks 3 komponen besar yaitu kematian, kelahiran dan migrasi. 
Dalam hal kematian peningkatan usia harapan hidup baik laki-laki maupun 
perempuan diduga mengakibatkan adanya banyak waktu untuk melakukan poligami. 
Dari sisi kelahiran, poligami akan menyebabakan keluarga besar dengan banyak isteri 
dan banyak anak.14 
                                                          
 14Artikel Masail Fiqhiyah Rumah Tangga, Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2015 dari Situs 
http://hakamabbas.blogspot.com/2015/01/poligami dalam-perspektif-hukum-positif.html. 
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 Dari sisi migrasi, poligami banyak terjadi ketika arus dan kecendrungan 
migrasi semakin besar. Terpisahnya suami isteri oleh jarak tempat tinggal menjadi 
penyebab terjadinya poligami, dalam kaitan keterlibatan perempuan di pasar kerja, 
memperlihatkan perempuan yang mapan dari segi ekonomi dan mandiri lebih 
memilih untuk tidak dipoligami. Namun demikian hal itu juga yang menyebabkan 
tingginya angka perceraian ketika perempuan tidak mau untuk dipoligami. 
 Poligami dalam perspektif psikologi poligami juga membawa dampak 
terhadap keluarga, yaitu dampak psikis pada isteri pertama dan juga pada anak-anak 
mereka, perasaan ketidak amanan pula yang dialami isteri keduanya karena nikah 
sirri Sebuah penelitian yang pernah dilakukan LBH APIK, 2003 lalu, merinci 
berbagai dampak negatif poligami yang menimpa istri pertama. Di antaranya, tidak 
diberi nafkah, mengalami penganiayaan fisik, diteror isteri kedua, pisah ranjang, dan 
akhirnya diceraikan di pengadilan. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa 
faktor-faktor yang melatar belakangi poligami berbeda antara pihak laki-laki dan 
pihak perempuan.  
3.2. Dilihat Dari Sudut Prosedur dan Tata Cara Poligami 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII 
beristeri lebih dari seorang 
Pasal 40 
 Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan 
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Pasal 41 
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 
ialah: 
1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri 
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan  
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan  
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun 
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu 
harus di ucapkan didepan siding pengadilan  
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh 
bendahara tempat bekerja 
2. Surat keterangan pajak penghasilan  
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan  
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu 
Pasal 42 
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1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, 
pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan  
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-
lampirannya 
Pasal 43 
Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk 
beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya 
yang berupa izin  untuk beristeri lebih dari seorang 
Pasal 44 
Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan 
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin 
pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 
Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, isteri atau isteri-isteri tidak mungkin 
diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan: 
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuaanya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak 
ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena 
sebab-sebab lainnya yang perlu mndapat penilaian dari hakim pengadilan 
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(bandingkan juga pasal 58 KHI). Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup 
alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan 
putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP nomor 9 
tahun 1975)15 
Kalau sang isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam 
pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin 
setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan 
pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan 
banding kasasi  
Pengadilan dapat mengabulkan permohonan sang suami setelah memenuhi 
syarat-syarat permohonan izin suami nya untuk beristeri lebih seorang, persetujuan  
dari isteri adalah syarat yang paling utama di antara syarat lainnya. dilakukan 
sewenang-wenang oleh suami terhadap isteri. PP No 10 Tahun 1983 yang di 
keluarkan khusus yang ditujukan terhadap pegawai Negeri sipil yang ingin 
melakukan poligami di samping memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 
pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang perkawinan juga harus dipenuhi 
surat izin tertulis atasannya. 
Jadi dapat  kita ambil suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang perkawinan 
telah memberikan kedudukan wanita sebagai isteri, hal ini dapat kita lihat dalam 
                                                          
 15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 49. 
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proses untuk mendapatkan izin poligami, di mana izin dari isteri-isteri merupakan 
syarat pertama untuk dapat mengajukan permohonan berpoligami ke pengadilan, bagi 
pegawai Negeri sipil pria harus dilengkapi syarat permohonan  pasal 5 ayat 2 
Undang-Undang perkawinan dengan adanya izin dari atasan 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 telah memberikan kedudukan wanita sebagai isteri, begitu dalam hal 
kedudukan isteri dalam keluarga poligami di mana suami tidak sewenang-wenang 
untuk menikah lagi dengan isteri kedua tanpa persetujuan dari isteri pertama. Hal ini 
dapat kita lihat dalam proses mendapatkan izin poligami dititik beratkan pada 
persetujuan isteri, namun ada juga suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan 
dari isteri pertama.16 
Pada dasarnya antara hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa 
persamaan dan perbedaan, di antara persamaan itu adalah: 
1. Persamaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
 a. Sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang 
yang  akan melakukan poligami, hal ini dapat dilihat dari penekanan ayat Al-Quran 
yang digunakan sebagai dasar melakukan poligami (QS. Al-Nisa’: 3 dan QS. Al-
Nisa’: 129) 
 b. Baik hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sama-
sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan 
                                                          
 16K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, (Jakarta, 1981), hlm. 23. 
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oleh semua orang, dan poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan 
yang dapat dibenarkan oleh Agama dan Negara. Sebagaimana pendapat para ulama 
ahli tafsir dan para fuqaha yang telah diterangkan dalam bab yang terdahulu dalam 
menafsirkan ayat yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami QS. Al-Nisa’: 
3 terkecuali bagi ulama-ulama yang berfaham dzahiriah, karena menurut mereka 
poligami ini termasuk suatu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan dan 
merupakan sunnah Rasul17 
 c. Sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang isteri saja, 
hal ini sesuai dengan penafsiran sebagian besar Ulama ahli tafsir dan Jumhur Ulama 
menafsirkan ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai masalah poligami ini, yaitu 
QS.Al-Nisa’: 3. Sedangkan dalam KHI juga menerangkan bahwa seseorang yang 
akan melakukan poligami hanya terbatas sampai empat orang saja18 
 d. Sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dan sulit untuk 
dilaksanakan, karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat 
apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami tidak bisa diselamatkan, 
sebagaimana diterangkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Undang-Undang No 1 
Tahun 1974, dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar 
pembolehan poligami ini, sebagian besar Ulama tafsir mensyaratkan beberapa hal, di 
antaranya adalah adil sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat QS.Al-Nisa’: 3, 
walaupun dalam perjalanannya tentang adil sendiri ini Allah menerangkan lebih 
                                                          
 17Syahid Sayyid Qūthb, Tafsir Fī zīlālīl Al-Quran di Bawah Naungan Al-quran, Jilid 2, 
(Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 275. 
 18Yusuf Al-qardhawi, Thābā’āh ar-rābiā’h, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 687. 
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lanjut dalam QS.Al-Nisa’: 129 yang pada intinya bahwa manusia tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap para isteri-istrinya walaupun seseorang itu sangat ingin berlaku 
adil 
 e. Baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus 
ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami, hal ini didasarkan pada 
penafsiran para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang poligami. 
Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga disyaratkan adanya alasan 
yang memperbolehkan berpoligami, seperti isteri mandul atau isteri mendapatkan 
cacat badan yang sulit atau bahkan tidak ada harapan untuk disembuhkan baru suami 
dapat mengajukan izin atau bahkan melakukan poligami 
 f. Selain harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik 
dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 sama-sama 
mensyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin 
terpenuhinya kebutuhan para isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak setelah 
melakukan poligami  
2.  Perbedaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 
197419 
                                                          
 19Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, 
Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan 
Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam di Aceh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006), hlm. 85. 
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 a. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ada syarat persetujuan dari isteri 
atau isteri-isteri bagi suami yang akan melakukan poligami, sebagaimana yang 
disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 4 ayat 1 bagian a (adanya 
persetujuan isteri atau isteri-isteri) dan juga KHI pasal 58 yang merupakan peraturan 
yang sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan pasal 4, 
sedangkan dalam hukum Islam tidak ada, hanya disyaratkan bagi seseorang yang 
akan melakukan poligami wajib bisa berlaku adil terhadap para isteri-isterinya dan 
anak-anaknya kelak 
 b. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan  
secara lisan dan tertulis dari isteri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan 
oleh suaminya, persetujuan secara lisan itu diberikan oleh isteri pertama dalam sidang 
permohonan poligami suaminya 
 c. Bagi seseorang yang ingin melakukan poligami maka ia wajib mengajukan 
permohonan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, jika ingin 
pernikahan poligaminya tersebut sah menurut Undang-Undang dan mempunyai 
kekuatan hukum20 
 d. Alasan yang bisa digunakan dalam hal seseorang dapat mengajukan izin 
poligami sudah ditentukan secara jelas dalam pasal 4 ayat 2 yaitu: isteri tidak dapat 
menjalankan tugasnya sebagai isteri baik tugas biologis maupun yang lain. Isteri 
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri mandul 
sedangkan dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan 
                                                          
 20Ibid., hlm. 86. 
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yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami, dalam Al-
Quran hanya disebutkan “maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, 
atau empat saja 
 e. Dalam masalah poligami ini, ada sebagian Ulama yang menyatakan bahwa 
poligami ini adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan juga termasuk sunnah Rasul, 
pendapatnya ini didasarkan atas penafsiran secara harfiah atau apa adanya dari dalil 
yang ada tanpa melihat lebih jauh tentang keadaan yang melatar belakanginya dan 
juga qaidah bahasa Arab yang benar, sedangakan dalam Undang-Undang perkawinan 
poligami adalah suatu jalan darurat yang baru bisa diambil apabila tujuan-tujuan dari 
pernikahan yang berasaskan monogami sudah tidak dapat dicapai atau perkawinan 
monogami sudah tidak dapat dipertahankan lagi 
 f. Dalam memandang masalah syarat utama bagi seseoarang yang 
diperbolehkan mengajukan poligami (adil) dalam Undang-Undang menjelaskan dan 
menentukan adil yang dimaksudkan itu adalah adil dalam hal materi saja, bahkan 
dalam hal-hal yang bersifat immateri, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang 
menerangkan masalah syarat poligami21  
g. Dalam Undang-Undang suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan harus 
dicatatkan ke petugas atau lembaga yang berwewenang menanangani dan apabila 
tidak dicatatkan pada KUA atau izin kepengadilan maka pernikahan atau poligaminya 
tersebut dianggap tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
                                                          
 21Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia, hlm. 273. 
55 
 
 
 
walaupun pernikahan itu sah menurut Agama. Pernikahan atau poligami yang tidak 
dicatatkan itu berimbas pada anaknya kelak, yaitu ketika anak itu bersekolah dan 
sudah dewasa yang pastinya akan membutuhkan akta kelahiran sedangkan menurut 
hukum Islam suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan itu dianggap sah ketika 
syarat-syarat dan rukunnya sah terpenuhi dan tetap sah walaupun tidak dicatat 
Sesungguhnya Allah SWT menempatkan orang yang ingin kawin itu sendiri 
untuk mewujudkan kedua syarat poligami berdasarkan surat QS.Al-Nisa’:3. 
Sesungguhnya ucapan ayat tersebut ditujukan kepada orang yang ingin kawin bukan 
orang lain , yang terdiri dari qadhi atau yang lainnya. Oleh karenanya, penilaian rasa 
takut yang seperti ini dari sebelum di mulai perkawinan adalah sesuatu yang 
bertentangan dengan nash Al-Quran ini. Seperti itu juga pencarian adanya 
kemampuan untuk memberikan nafkah bergantung kepada orang yang ingin 
melakukan perkawinan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW 
:ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر انل :لق الله دبع نعسا نم ب ابشاا رشعم يا ابلا مكنم ع اطت
ا با هيلعف عطتسي لم نمف جرفلل نصحاو رصبلل صغا هن اف جوزتيلف ةءاجو هل هن اف موصلء هور( 
22)ىذمرتا 
         Artinya: Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada 
kami wahai para pemuda, siapa di antara mu telah mempunyai 
kemampuan untukkawin, maka kawinlah, karana perkawinan itu 
lebih menghalangipenglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga 
kehormatan (dari kerusakanseksual),siapa yang belum mampu 
hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang 
syahwat (HR.Tirmizi) 
  
                                                          
 22 Imam Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, (Bairut: Darul Fikri, 2003), Juz II, hlm. 343. 
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3.3 Dilihat Dari Sudut Akibat Hukum Poligami  
1. Menurut Hukum Islam 
 Akibat hukum poligami bagi setiap pribadi tidak berbeda, karena poligami 
bukan suatu perintah, ia hanya dibolehkan, dikarenakan adanya suatu sebab, supaya 
dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sekalipun hukum 
dan akibatnya lebih berat dari perkawinan yang bersifat monogami. salah satu akibat 
hukum poligami adalah suami wajib memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya 
secara adil berdasarkan kemampuannya dan kebutuhan mereka, hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah:233. 
                                       
                             
                                
                              
                          
 Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,   
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknyadan 
seorang ayah karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anak mu 
disusukan oleh orang lain, maka maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu 
kerjakan (QS.Al-Baqarah:233) 
 
Kewajiban utama dari seseorang suami adalah memenuhi kebutuhan para 
isterinya sesuai dengan keperluannya sehari-hari dengan cara yang ma’ruf, jika suami 
mempunyai isteri lebih dari satu orang, maka untuk mereka harus sama dan adil baik 
nafkah lahir maupun bathin, supaya sesama isteri dapat menjaga dan memelihara 
dirinya dari hal-hal yang tidak diingini kedua belah pihak, suami yang memiliki isteri 
lebih dari satu orang diwajibkan berlaku adil dalam menggaulinya, sesuai dengan 
persetujuan dan keadaan di antara sesama isteri-isterinya hal ini juga ditunjang 
dengan isi yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 40, apabila 
seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan 
 Mengatur giliran waktu untuk isteri-isterinya merupakan suatu kewajiban 
yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, supaya semua isteri dapat merasakan 
keadilan yang dikehendaki dalam hukumnya, sekalipun dalam masalah giliran wajib 
ditentukan dan disepakati oleh para isteri, dan suami wajib melaksanakanya sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menciptakan keadilan yang 
baik sesuai dengan kriterianya, serta akibat yang akan diperolehnya pun baik, maka 
seorang suami dilarang memperlakukan para isteri dengan sesuka hatinya, sebab itu 
merupakan akibat yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang berpoligami 
 Kewajiban yang dituntut bagi yang berpoligami memang berbeda dengan 
monogami, terutama masalah nafkah dan giliran isteri yang bersifat lahiriah, tetapi 
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mengenai kasih sayang dan cinta itu hanya diwajibkan menurut kemampuan yang 
dapat diberikannya saja, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. dibolehkan 
poligami bagi laki-laki, bukanlah berarti membuka kesempatan yang baik kepada 
mereka, karena kewajiban yang di tuntut pun banyak orang tidak sanggup/mampu 
memenuhinya. justru itu didalam Islam dicari jalan untuk meringankan beban tersebut 
walaupun ingin dilaksanakan, jika benar tidak sanggup baru diberi keringanan, yaitu 
dengan maksud tidak boleh membiarkan begitu saja isteri yang tidak dicintainya lagi 
 Poligami yang ditujukan untuk membantu meringankan beban diri dan orang 
lain, sepantasnyalah diwajibkan berlaku adil dan melarang membuat semena-mena 
terhadap mereka, karena itu merupakan akibat yang wajib dipertanggung jawabkan 
oleh orang berpoligami terutama keadila, apalagi yang berpoligami, jadi azas 
poligami diperbolehkan bagi seseorang Muslim dalam arti yang sebenarnya dan 
sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya 
 Pada dasarnya hukum poligami dibolehkan bagi tiap laki-laki yang memang 
benar-benar membutuhkannya, serta mau berusaha menegakkan keadilan diantara 
isteri-isterinya. sekalipun masalah keadilan yang diwajibkan Allah tidaklah 
kesemuanya dapat terpenuhi dan terlaksana sebagai mana mestinya, namun wajib 
diusahakan. sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS.Al-Nisa’: 129 
 Kewajiban terhadap isteri-isteri secara adil tidak akan dapat dipenuhi oleh 
seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun demikian si 
suami tidak boleh cendrung memihak kepada salah satu isteri yang lebih dicintainya. 
karena hal demikian itu dalam hukum Islam sangat dilarang, jika ada yang berlaku 
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curang terhadap isteri-isterinya, kemudian timbul keinsafan untuk memperbaikinya 
itu lebih baik baginya 
 2. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
Laki-laki yang berpoligami wajib menanggung segala nafkah dan kebutuhan 
isterinya selama  masih hidup, hal ini ketentuannya sama dengan hukum Islam , tetapi 
jika suami meninggal dunia atau bercerai, harta warisan akan diperoleh sesuai dengan 
kedudukan isteri dari segi nomor dinikahinya. Manusia adalah makhluk ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, sehingga banyak kebutuhan yang 
harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia 
mempunyai kebutuhan naluriah dalam rangka mempertahankan hidupnya yaitu 
dengan cara melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan. Di Indonesia, 
perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya dari masyarakat, 
tetapi juga dipengaruhi oleh Agama dan hukum positif yang berlaku. Perkawinan 
merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian yang mana di dalamnya menyangkut 
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang apabila tidak penuhi dapat 
menimbulkan suatu akibat hukum. 
 Ada tiga macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan 
bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan 
poligami. Hukum nasional kita yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan 
mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) 
sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan poligami harus 
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dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila 
perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut 
hanya sah menurut hukum Agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena 
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya 
tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak 
yang dilahirkannya kelak23. Karena hal tersebut sangat penting jika anaknya suatu 
saat perlu akte kelahiiran dan lainnya yang berhubungan dengan keperdataannya. 
 
                                                          
 23 Diakses melalui http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2741, Tanggal 2 Februari 
2016. 
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4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis mengemukakan beberapa kesimpulan: 
1. Ketentuan poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 3 Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 
hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami 
seorang. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Dalam hal suami hendak beristeri lebih dari seorang, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah 
tempat tinggalnya, Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada 
suami apabila memenuhi syaratnya, berbeda ketentuan dalam hukum 
Islam seorang suami yang berpoligami dia tidak berpihak pada 
Undang-Undang tapi cukup dilandasi dengan keadilan saja hal ini 
sesuai dengan firman Allah QS.Al-Nisa’:3 dan QS.Al-Nisa’:129. 
2. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan seorang laki-laki 
untuk beristeri  lebih dari seorang maka harus meminta persetujan isteri 
agar bisa untuk berpoligami dan mengajukan permohonan 
kepengadilan, dimana izin dari isteri merupakan syarat pertama untuk 
dapat mengajukan permohonan poligami  sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-
Undang perkawinan, diantara ketentuan hukum berpoligami dalam 
62 
hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimana dalam 
hukum Islam seorang laki-laki yang ingin berpoligami tidak harus ada 
izin isteri karena dasar pokok hukum poligami dalam Islam yaitu 
QS.Al-Nisa’:3 biarpun seorang suami tidak meminta izin kepada 
isterinya namun poligaminya tetap sah dan berbeda dengan poligami 
yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
dimana seorang laki-laki yang ingin berpoligami maka harus ada 
persetujuan isteri dan persetujuan tersebut harus diadakan secara lisan 
dipengadilan dan baru dianggap sah poligaminya menurut Negara 
4.2. Saran 
Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada seluruh laki-laki yang berkeinginan untuk melakukan 
poligami agar dapat memenuhi semua persyaratan yang telah digariskan 
hukum syara’ dalam hal ini harus dipenuhi beberapa persyaratan yang 
sangat beratb salah satunya adalah berbuat adilterhadap mereka 
2. Kepada pembaca disarankan untuk memahami dan mengkritisi tentang  
kekurangan isi dari skripsi sederhana ini sebagai langkah awal untuk 
penelitian langkah selanjutnya, dan kepada masyarakat terutama bagi 
kaum pria agar berlaku adil dalam berpoligami sesuai dengan ajaran islam, 
karena pada hakikatnya setiap apa yang telah kita lakukan akan di 
pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT 
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